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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini mengungkapkan dan menganalisis Peran Penyuluh Kehutanan  Dalam Pemberdayaan 
Masyarakat Melalui Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK )  di Desa Tunggul Boyok. 
Hasil penelitian  mengungkapkan bahwa penyuluh berperan terhadap perubahan pengelolaan hasil 
panen madu alam, budidaya tanaman gaharu dan karet lokal masyarakat melalui terbentuknya 9  
kelompok tani. Strategi pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian  masyarakat diarahkan dan 
disesuaikan  dengan potensi spesifik lokal. Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan 
kehutanan berupa upaya nyata masyarakat melestarikan hutan dan hasil hutan, tradisi dan saksi adat 
melindungi jenis pohon Tapang, adanya  tradisi pengari, keterbukaan masyarakat terhadap 
informasi, inovasi dan ide – ide baru.  Faktor- faktor penghambat pemberdayaan masyarakat 
berupa: . kondisi jalan yang belum memadai, perladangan berpindah yang masih di lakukan 
sebagian masyarakat,  letak desa di dalam kawasan hutan, kurangnya tenaga penyuluh kehutanan di 
Kabupaten Sanggau, dan adanya kebijakan pemerintah di era otonomi yang  tidak menjadikan 
program penyuluhan kehutanan sebagai prioritas bagi pemberdayaan  masyarakat di dalam dan 
sekitar hutan. Diperlukan dukungan nyata yang terprogram dari pemerintah Kabupaten Sanggau dan 
pihak terkait untuk peningkatan prasarana jalan desa, pengadaan pelatihan bagi masyarakat desa, 
revisi tata ruang kawasan hutan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan berupa penambahan 
guru yang aktif bertugas di Sekolah Dasar Desa Tunggul Boyok.  
Kata Kunci: Peran, Penyuluh Kehutanan, Pemberdayaan, Hasil Hutan Bukan Kayu.  
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PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan dalam peraturan 
perundangan lainnya telah  mengamanatkan bahwa pembangunan kehutanan harus lebih menitik 
beratkan upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan 
masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal sejak lama di dalam dan di sekitar hutan mempunyai 
hubungan interaksi dan ketergantungan yang sangat erat dengan hutan serta sumberdaya yang ada di 
dalamnya, termasuk  aspek kehidupan  sosial budaya, ekonomi dan bahkan aspek religius. 
Desa Tunggul Boyok yang merupakan desa yang termasuk dalam wilayah adminstrasi 
pemerintahan Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau adalah desa yang terletak dalam kawasan hutan 
produksi. Sebagaimana masyarakat desa sekitar hutan lainnya, kehidupan masyarakat desa Tunggul 
Boyok sangat tergantung dari hutan dan keberadaan hutan itu sendiri, karena mereka sudah sejak 
lama memiliki interaksi dan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap hutan. Hampir seluruh 
penduduknya bermatapencaharian sebagai petani khususnya petani peladang berpindah. Hutan di 
sekitar desa yang sudah sangat berkurang akibat penebangan yang dilakukan oleh perusahaan pada 
masa lalu maupun oleh kegiatan perambahan hutan berupa illegal logging sangat mempengaruhi 
kehidupan ekonomi masyarakat desa. Masyarakat desa Tunggul Boyok masih belum dapat 
merasakan manfaat ekonomi yang maksimal dari keberadaan hutan di desa mereka, karena 
kurangnya kepedulian pengusaha maupun pihak pemerintah terhadap kehidupan masyarakat desa 
hutan. Sekarang ini wilayah desa Tinggul Boyok termasuk dalam wilayah areal kerja IUPHHK- 
HTI PT. Finantara yang diserahi areal hutan produksi oleh pemerintah untuk membangun hutan 
tanaman industri. Namun keberadaan perusahan tersebut tampaknya belum memberikan kontribusi 
bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa Tunggul Boyok. 
Diserahkannya pengelolaan hutan produksi kepada pihak perusahaan dan semakin 
berkurangnya potensi kayu yang ada di hutan, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa Tunggul Boyok adalah meningkatkan upaya 
pengelolaan hasil hutan bukan kayu ( HHBK ) yang ada di wilayah desa mereka. Hal ini dipandang 
sejalan dengan paradigma pembangunan kehutanan yang baru yaitu meningkatkan pengelolaan 
sumberdaya (forest resources management ) hutan khususnya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), 
agar dapat memberdayakan masyarakat desa yang selama ini tidak berdaya dari aspek ekonominya. 
Masyarakat desa Tunggul Boyok sesungguhnya sudah sejak lama memanfaatkan hasil 
hutan bukan kayu yang ada di hutan sekitar desa mereka, namun hanya untuk keperluan sendiri saja, 
belum diusahakan secara maksimal seperti pengambilan madu untuk keperluan sendiri dari hutan 
alam. Di sisi lain meskipun kayu pada hutan alam yang ada sudah sangat berkurang, namun potensi 
pohon penghasil madu alam dan jenis hasil hutan bukan kayu yang lainnya seperti pohon penghasil 
gaharu potensinya pada hutan alam masih cukup banyak. Hal ini karena adanya kearifan lokal 
masyarakat desa yang melindungi keberadaan pohon tersebut. 
 Untuk meningkatkan pengelolaan hasil hutan bukan kayu yang ada dari pemanfaatan 
secara tradisional menjadi pemanfaatan berskala ekonomi yang dapat menjadi tambahan 
penghasilan masyarakat desa dan dapat memberdayakan masyarakat desa perlu kehadiran penyuluh 
kehutanan yang diharapkan dapat memberikan inovasi baru, tambahan pengetahuan dan 
keterampilan baru dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Penyuluh kehutanan dalam hal ini 
memiliki peran yang strategis dalam upaya  pengembangan kualitas masyarakat khususnya yang 
bermukim di dalam dan di sekitar hutan agar maju dan mandiri sebagai pelaku pembangunan hutan. 
Proses penyuluhan kehutanan  diharapkan dapat merupakan suatu upaya pemberdayaan 
masyarakat dengan cara memfasilitasi proses dalam merefleksikan permasalahan masyarakat, 
potensi dan lingkungan serta memotivasi dalam mengembangkan potensi tersebut secara 
proporsional. Karena itu pula diharapkan penyuluh kehutanan bukan saja berperan dalam prakondisi 
masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kehutanan, akan tetapi 
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penyuluh kehutanan harus terus menerus aktif dalam melakukan proses pendampingan masyarakat 
sehingga tumbuh kemandirian dalam usaha/kegiatan berbasis masyarakat. 
 
2. Ruang Lingkup Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka ruang lingkup 
masalah penelitian ini berupa kajian sosiologis terhadap peran Penyuluh Kehutanan dalam 
Pemberdayaan Masyarakat pada pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK ) di Desa Tunggul 
Boyok Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau. 
 
3. Perumusan Masalah 
Rumusan masalah  dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Peran Penyuluh Kehutanan  
Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK )  Di 
Desa Tunggul Boyok?”. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
1. Peran 
Istilah peran menurut Departemen Pendidikan Nasional (2005: 854 ) ketika digunakan 
dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi atau mendapatkan sesuatu posisi, juga 
diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan 
tersebut.Menurut  Soekanto (2010: 212 ) peran ( role )  merupakan aspek dinamis kedudukan atau 
status, yaitu: Apabila seseorang  melaksanakan hak dan kewajibannya  sesuai dengan 
kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.  Peran menentukan apa yang diperbuatnya 
bagi masyarakat serta kesempatan- kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. 
Peran menjadi penting karena mengatur perilaku seseorang yang pada batas- batas tertentu dapat 
meramalkan perbuatan – perbuatan orang lain. Orang yang menjalankan suatu peran  dapat 
menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang – orang sekelompoknya. 
Selanjutnya dijelaskan oleh Soekanto (2010: 213) peran lebih banyak menunjukkan suatu 
fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Untuk itu peran mungkin mencakup tiga hal, 
yaitu: 
 Peran meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang 
dalam masyarakat.  
 Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam 
masyarakat sebagai organisasi. 
 Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial 
masyarakat. 
2. Penyuluh  Dan Penyuluhan Kehutanan 
Menurut Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara nomor 130 tahun 2002, pasal 1 
yang dimaksud dengan penyuluh kehutanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan 
kehutanan. Sedangkan menurut Wiharta dkk, (1997: 13 ) istilah penyuluh dapat diartikan sebagai 
seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan berkewajiban untuk mempengaruhi 
proses pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang atau masyarakat sasaran penyuluhan 
untuk menerapkan suatu inovasi. 
Didalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 56 ayat 1, disebutkan bahwa:  
Penyuluhan kehutanan adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok 
masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan 
mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus 
mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungannya. Ini 
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berarti di dalam kegiatan penyuluhan kehutanan harus ada penyampaian informasi, transfer ilmu 
pengetahuan dan teknologi,ide-ide baru serta keterampilan agar masyarakat desa mengetahui dan 
memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan 
kesejahteraan hidupnya melalui pengelolaan sumberdaya alam yang ada disekitar desa. Agar 
masyarakat dapat  mengetahui, mempunyai kemauan dan dapat memahami serta dapat 
mengelola sumberdaya hutan, memerlukan suatu perubahan yang terencana dan terprogram 
secara berkesinambungan. 
3. Peran Penyuluh Kehutanan 
Menurut Keputusan  Menteri Penertiban Aparatur Negara nomor 130 tahun 2002 peran atau 
tugas pokok penyuluh kehutanan  adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memanatau 
dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan. Sedangkan menurut Wiharta, 
dkk (1997: 14 ) dalam menjalankan penyuluhan, tenaga penyuluh memegang peran yang sangat 
menentukan keberhasilan penyuluhan yang dilaksanakan, karena penyuluh sebagai agen 
pembangunan atau agen perubahan. Kartasapoetra (2005: 181 ) dalam kaitan peran penyuluh ini 
menyatakan untuk dapat melaksanakan tugas yang  diembannya dengan baik dan berhasil seorang 
penyuluh harus dapat sekaligus berperan sebagai pendidik/ guru,  pemimpin dan penasehat yang 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 Sebagai pendidik/ guru seorang penyuluh harus dapat memberikan pengetahuan atau cara-
cara baru (inovasi ) dalam meningkatkan produksi dan sekaligus taraf hidup masyarakat. 
 Sebagai pemimpin, seorang penyuluh harus dapat membimbing dan memotivasi masyarakat 
sasaran penyuluhan agar mau mengubah cara berpikir dan cara kerja sehingga mau dan 
mampu menerapkan cara- cara baru yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. 
 Sebagai penasehat, seorang penyuluh harus memiliki ketrampilan dan keahlian untuk 
memilih alternatif perubahan yang tepat, yang secara teknis dapat dilaksanakan dan secara 
ekonomis menguntungkan. Selain itu seorang penyuluh harus dapat berperan melayani, 
memberi petunjuk dan contoh dalam  bentuk peragaan (mengerjakan sendiri) dalam 
memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi. 
Wiharta dkk, (1997: 15 ) menambahkan, selaras dengan peran penyuluh kehutanan, maka 
setiap penyuluh kehutanan harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: 
a. Kemampuan Berkomunikasi 
b. Memiliki sikap  
c. Memiliki Kemampuan Pengetahuan dan atau Keahlian  
d. Karakter Sosial Budaya Pernyuluh 
Onong (1984:23) menyatakan peran dari penyuluh kehutanan adalah bagian dari tindakan 
komunikasi yang dipengaruhi oleh berbagai factor dalam kehidupan dan perkembangan dirinya. 
Pendidikan formal dan non formal akan memberikan kemampuan untuk merumuskan konsep yang 
hendak disampaikan,  pengalaman memberikan warna pribadi yang khas terhadap isi pesan (field of 
experience), lingkungan sosial menentukan nilai- nilai yang mengatur hubungan komunikator 
(penyuluh) dan komunikan (masyarakat Hutan) namun pengaruh yang paling menentukan dalam 
memberikan konteks terhadap peristiwa komunikasi adalah datangnya dari factor kebudayaan 
(sandi, lambang dan cara yang berkembang dalam budaya masyarakat). 
Muljono ( 2011: 1) mengemukakan,  penyuluhan kehutanan pada hakekatnya adalah upaya 
pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak lain 
yang terkait dengan pembangunan kehutanan. Kegiatan penyuluhan kehutanan menjadi investasi 
dalam mengamankan dan melestarikan sumberdaya hutan sebagai aset negara dan upaya 
mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya Mulyono (2011: 6) menjelaskan pula kriteria 
keberhasilan   penyuluh kehutanan dalam proses pemberdayaan masyarakat berupa: 
 
 
5 
Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2013 
 Terbentuk dan berkembangnya kelembagaan masyarakat di wilayah kerjanya. Selanjutnya di 
jelaskan indikator yang mencirikan telah terbentuk dan berkembangnya kelembagaan 
masyarakat yang kuat dan mandiri yaitu dengan kriteria ; 1. Terbentuknya Kelompok Tani 
dengan  SDM anggota masyarakat yang mantap; 2. Memiliki organisasi dan pengurus serta 
mempunyai tujuan  yang jelas dan tertulis; 3. Memiliki kemampuan managerial dan 
kesepakatan/ aturan adat yang di taati bersama. 
Hidayat ( 2003: 5 ) menyatakan ukuran keberhasilan penyuluh kehutanan  secara sederhana 
adalah tumbuh dan berkembangnya kelompok Masyarakat Produktif  Mandiri ( KMPM ) berbasis 
kehutanan dan adanya Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat sebagai mitra kerja penyuluh 
kehutanan dan kesepahaman masyarakat sebagai pelaku dan pendukung pembangunan hutan dan 
kehutanan.    
4. Pemberdayaan Masyarakat 
Salim, ( 2002: 54) Realitas pembangunan masyarakat merupakan salah satu bentuk 
perubahan sosial yang berlangsung terus menerus dari waktu ke waktu baik direncanakan ataupun 
tidak, merupakan suatu yang wajar dan alamiah di dalam setiap masyarakat. Selanjutnya   Soetomo 
(2009; 43) bahwa faktor pendorong perubahan masyarakat ada yang bersifat materialistik dan non 
materialistik atau idealistik, dimana sumber sumber yang materialistik berasal dari perubahan dalam 
proses produksi dan teknologi. Dalam hal ini kegiatan yang dilaksanakan seperti penyuluhan 
kehutanan dapat diartikan upaya membuat perubahan yang terencana  yasng ditujukan kepada 
masyarakat melalui penyampaian teknologi dan informasi. 
 Menurut Junanto (2011: 65) Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan 
kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan 
sendiri merupakan suatu proses yang berjalan secara terus-menerus. Chafid (2005: 32 ) 
memaparkan istilah pemberdayaan (empowerment) muncul hampir bersamaan dengan adanya 
kesadaran pada perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan  seperti berikut ini: 
Diasumsikan bahwa kegiatan pembangunan itu seharusya mampu merangsang proses 
kemandirian masyarakat (self sustaining process). Tanpa partisipasi masyarakat, proses 
kemandirian tidak akan memperoleh kemajuan. Pada tataran konseptual istilah pemberdayaan 
dapat dikaitkan dengan proses transformasi sosial, ekonomi, dan bahkan politik (kekuasaan). 
Secara definisi, pemberdayaan merupakan proses penumbuhan kekuasaan atau kemampuan diri. 
Melalui proses pemberdayaan maka diasumsikan seseorang dari strata sosial terandah sekalipun 
bisa terangkat dan muncul menjadi bagian dari masyarakat lapisan menengah atas. Akan tetapi, 
pada prakteknya proses pemberdayaan membutuhkan bantuan orang lain. Tanpa bantuan 
tersebut tidak mungkin proses akan berjalan dengan baik sesuai harapan. Untuk itu harus ada 
seseorang atau institusi yang bertindak sebagai pemicu kemajuan (enabler). Dan “Orang Kuat” 
yang sering menjadi andalan tidak lain adalah pemerintah. 
Selanjutnya  Chafid (2005: 34 ) menjelaskan  penekanan dalam pemberdayaan masyarakat  
meliputi beberapa hal:  
Pertama, adanya kemampuan menyeluruh dari masyarakat dalam mempengaruhi lingkungan 
mereka dan hal ini dapat dicapai jika proses pengembangan masyarakat merupakan proses 
pengembangan kemandirian mereka. Kedua, peningkatan pendapatan sebagai akibat peningkatan 
kemampuan menguasai lingkungan tidak terbatas pada kelompok masyarakat tertentu saja atau 
kelompok masyarakat yang kuat, melainkan harus merata ditiap penduduk. Kedua faktor 
tersebut mengarah pada upaya menghindarkan penduduk pedesaan dari hambatan-hambatan dari 
luar yang mengurangi potensi mereka serta membatasi  keikutsertaan masyarakat dalam proses 
pengambilan keputusan setempat. Upaya pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat secara individual dan keluarga. Dalam rangka ini pendekatan yang 
paling efektif melalui kelompok, bukan secara individual.  
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Pemberdayaan masyarakat juga terkait dengan negara sebagai sistem yang lebih luas yang 
berfungsi menjamin kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, struktur masyarakat yang paternalistik 
menempatkan tokoh masyarakat dalam posisi penting. Untuk itu keterlibatan tokoh masyarakat 
menjadi faktor yang cukup menentukan dalam proses pemberdayaan.  Paradigma pemberdayaan 
hingga saat ini masih mendominasi  persepsi bahwa upaya peningkatan taraf hidup masyarakat 
dilakukan dengan pemberian sejumlah dana sebagai modal. Padahal pendekatan tersebut tidak 
selalu tepat karena masyarakat belum tentu membutuhkan dana.   Giarci (2001: 56) menyatakan 
bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai  suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam 
membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui 
berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil 
tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya.  
 Mawardi (2007: 26) menyatakan  pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang 
mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam perses 
pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah 
yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri. Mawardi (2007: 89) 
selanjutnya menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh   berbagai faktor 
seperti: saling tidak mempercayai, kurang daya inovasi/kreativitas, mudah pasrah/putus asa, cita-
cita rendah, wawasan yang sangat sempit, familisme, tergantung pada bantuan pemerintah, sangat 
terikat pada tempat kediamannya dan tidak bersedia menempatan diri sebagai orang lain. 
Sumardjo (1999: 89) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:   
1. Mampu memahami diri dan potensinya,mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi 
perubahan ke depan) 
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri 
3. Memiliki kekuatan untuk berunding 
4. Memiliki  kemampuan yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling 
menguntungkan, dan  
5. Bertanggungjawab atas tindakannya. 
Slamet (2003:65) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan  masyarakat 
berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan 
peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, 
berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai 
dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang 
diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi 
masyarakat secara bertanggungjawab. 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) dalam Tampubolon (2001:89), 
mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: 
1. Getting to know the local community  (mengetahui tentang masyarakat setempat) yaitu 
mengetahui karakteristik masyarakat yang akan diberdayakan. 
2. Gathering knowledge about the local community (mengumpulkan data tentang masyarakat 
setempat).   
3. Identifying the local leaders (mengidentifikasi tokoh masyarakat).   
4.  Stimulating the community to realize that it has problems (menstimulasi kepada 
masyarakat untuk menghadapi masalah yang ada).   
5. Helping people to discuss their problem (membantu masyarakat untuk mendiskusikan 
masalah yang ada).  
6. Helping people to identify their most pressing problems (membantu masyarakat untuk 
mengidentifikasi masalah yang paling membebani mereka).  
7. Fostering self-confidence (membentuk rasa percaya diri).  
8.  Deciding on a program action (memutuskan program kerja).  
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9. Recognition of strngths and resources (memberikan pengertiaan kekuatan dan sumber 
daya).  
10.  Helping people to continue to work on solving their problems (membantu masyarakat 
melanjutkan pekerjaan dalam memecahkan masalah).  
11.  Increasing people is ability for self-help (meningkatkan kemandiriaan masyarakat).  
Sumardiyono (2007:123) mendefinisikan community development sebagai kegiatan 
pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai 
kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya 
kegiatan pembangunan sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri 
dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Program community development 
memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (community based), berbasis sumber daya 
setempat (local resource based), dan berkelanjutan (sustainable)”. Sumardiyono ( 2007: 110 ) lebih 
lanjut menegaskan, community development adalah proses aktivitas sosial di mana masyarakat 
mengorganisasi dirinya agar masyarakat dapat: 
1. Mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada pada masyarakat. 
2. Menganalisis keadaan masyarakat, berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada 
masyarakat tersebut. 
3. Memilih alternatif kebijakan. 
4. Mengimplementasikan alternatif yang menggantungkan pada sumber daya masyarakat itu 
sendiri.  
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai yaitu kapasitas masyarakat dan kesejahteraan. 
Kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (empowerment) agar anggota 
masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, 
kesetaraan (equity) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (security), 
keberlanjutan (sustainability) dan kerjasama (cooperation), kesemuanya berjalan secara simultan. 
Menurut Soetomo, (2011;71) dinamika perkembangan perspektif pembangunan masyarakat, 
munculnya pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan derivasi dari perspektif people 
centered development yang merupakan antitesis dari pendekatan pembangunan sebelumnya yang 
bersumber dari perspektif pertumbuhan yang berkolaborasi dengan pendekatan stabilitas politik dan 
keamanan. Sebagai antitesisnya maka dalam proses pemberdayaan masyarakat, pendekatan atau 
strategi yang digunakan adalah: 
1. Sentralisasi menjadi desentralisasi. 
2. Top - down menjadi bottom-up. 
3. Uniformity menjadi Variasi Lokal. 
4. Sistem Komando menjadi Proses Belajar. 
5. Ketergantungan menjadi Keberlanjutan. 
6. Social Exlusion menjadi Social Inclusion. 
7. Improvement menjadi Transformation. 
Sedangkan Najiati dkk, (2005; 60) menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat 
dengan beragam kultur, kapasitas dan tingkat kesadaran masyarakat yang beragam adalah: 
1. Memulai dari apa yang dimiliki masyarakat. 
2. Berlatih dalam kelompok. 
3. Pembelajaran dengan metode pendampingan kelompok. 
4. Pelatihan khusus. 
5. Mengangkat kearifan budaya lokal. 
6. Bantuan sarana kepada masyarakat. 
7. Dilaksanakan secara bertahap 
 Almutahar ( 2012: 34 ) mengungkapkan pemberdayaan sebagai pemberian sumberdaya, 
kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka 
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dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan 
dari masyarakatnya. Selanjutnya Almutahar ( 2012 : 35 ) menganalisis bahwa proses pemberdayaan 
menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau 
kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya.   
5. Perubahan Sosial 
Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu menurut Haryanto dan Nugrohadi (2011; 
239) dapat mengenai lingkungan hidup, nilai dan norma sosial, pola perilaku, struktur, organisasi, 
lembaga, lapisan sosial, relasi sosial dan sistem komunikasi. Haryanto dan Nugrohadi selanjutnya 
menjelaskan bahwa inovasi- inovasi dalam bidang teknologilah yang lebih banyak pengaruhnya 
terhadap perkembangan di dalam masyarakat. Peran penyuluhan kehutanan berkaitan dengan upaya 
mengadakan perubahan pada masyarakat dengan inovasi tampaknya sejalan dengan pendapat ini. 
Soetomo (2009:65) menyatakan masyarakat yang mengalami proses evolusi pada tingkat 
yang lebih tinggi mempunyai tiga ciri, yaitu: 
1. Menampilkan cara- cara yang lebih bervariasi dan lebih epektif dalam mengekploitasi 
sumberdaya alam; 
2. Masyarakat lebih tidak tergantung dari pengaruh lingkungan, dengan demikian lebih 
mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang bervariasi dibandingkan masyarakat 
yang kurang maju; 
3. Cenderung mendominasi dan menggantikan tipe masyarakat yang kurang maju. Dengan 
demikian melalui proses perkembangan yang evolusioner masyarakat akan semakin 
memperlihatkan kemampuan menyesuaikan diri yang lebih besar. Melalui pendekatan 
evolusi tersebut proses perubahan dipahami terjadi  dan berlangsung secara spontan melalui 
dinamika kehidupan masyarakat.  
Soetomo (2009:66) mempertegas kembali, dari sisi lain perubahan masyarakat dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan yang terjadi secara spontan dan perubahan yang terjadi 
karena  induksi. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pembangunan masyarakat sebagai proses 
perubahan, termasuk pada perubahan yang diinduksi daripada perubahan spontan. Menurut Najiati, 
dkk (2005: 192 ) perubahan masyarakat dalam pembangunan, diinduksi secara sadar dan terencana 
melalui suatu kerangka tindakan dan kebijakan dalam suatu masyarakat yang bertujuan 
memperkenalkan lembaga-lembaga baru, ide-ide baru, memberikan motivasi bagi pengguna cara – 
cara  baru yang diharapkan menghasilkan suatu pertumbuhan dan dapat mempengaruhi proses 
kehidupan  masyarakat. 
Selanjutnya Najiati dkk, (2005: 194 ) menjelaskan pula  proses perubahan dalam rangka 
pembangunan masyarakat tersebut yang melalui dua tipe perubahan bahwasanya suatu masyarakat 
senantiasa mengalami perubahan dan pada dasarnya masyarakat pasti menghendaki agar kondisi 
yang akan datang menjadi lebih baik dari kondisi kehidupan sekarang dan masa yang lalu yaitu: 
“Perubahan yang timbul dalam masyarakat dapat dimulai dari timbulnya niat atau kehendak 
untuk berubah maupun tindakan untuk melakukan perubahan merupakan kehendak dan tindakan 
bersama  sebagai akibat dari kebutuhan untuk melakukan perubahan. Apabila kehendak untuk 
berubah itu telah tumbuh maka kemudian masyarakat membutuhkan ide, pengetahuan , cara 
kerja baru  untuk melaksanakan perubahan yang dimaksud”. 
Soetomo (2009:73) mengidentidikasi setidaknya ada empat tipe paradigma perubahan 
dalam masyarakat yaitu: 
1. Sumber kebutuhan untuk berubah berasal dari masyarakat sendiri, maka disebut perubahan 
imanen (perubahan tipe 1); 
2. Sumber kebutuhan untuk berubah atau kehendak untuk berubah berasal dari dalam, 
sedangkan ide baru untuk melaksanakan perubahan diperoleh dari luar melalui Change 
Agent atau agen perubahan. Ini disebut perubahan kontak selektif (perubahan tipe 2 ); 
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3. Sumber kebutuhan perubahan atau niat untuk berubah berasal dari luar tetapi ide baru 
ditemukan sendiri oleh masyarakat. Ini disebut perubahan imanen diinduksi (perubahan tipe 
3); 
4. Sumber kebutuhan untuk berubah dan sumber ide baru berasal dari luar, disebut perubahan 
kontak yang diarahkan (perubahan tipe 4). 
6. Masyarakat sekitar hutan dan masyarakat desa hutan 
Menurut Fauzi (2012;177) masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang tinggal di desa 
yang secara administratif dan ekologis berada dan atau berbatasan langsung dengan hutan.  
Sedangkan mayarakat desa hutan adalah orang – orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan 
melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan. Dari pengertian di atas dapat 
menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat desa di sekitar hutan serta interaksi ekosistem hutan 
dan sistem kemasyarakatan yang ada dapat menjadi penentu kelangsungan sumberdaya hutan yang 
ada. Fauzi (2012:177) menegaskan pengertian masyarakat sekitar hutan lebih ditekankan pada 
sekelompok orang yang secara turun temurun  bertempat tinggal di dalam dan di sekitar hutan dan 
kehidupan serta penghidupannya mutlak bergantung pada hasil hutan. 
Sedangkan menurut Kartodihardjo (2011:11) Kemampuan akses masyarakat terhadap 
sumberdaya hutan dapat terdiri dari berbagai bentuk dan tipologi sesuai dengan kondisi sosial 
budaya masyarakat, sejarah dan interaksi masyarakat dengan hutan dan harapan ekonomi 
masyarakat untuk memperbaiki kehidupan . Sebagai contoh adalah sikap dan perilaku masyarakat 
dayak dalam memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada, mereka selalu memperhatikan prinsip- 
prinsip kelestarian dan hanya memanfaatkan berdasarkan pada keperluan mereka saja.  
 Sumardjo (2010:56) menyatakan pada tingkat yang paling dasar, kesejahteraan  manusia 
yang beradab  adalah kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu : kecukupan 
pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi, 
kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai kondisi aman pertama dalam kesejahteraan manusia. 
Faktanya, perilaku manusia itu sendiri sering kurang kondusif bagi upaya-upaya mewujudkan 
kesejahteraan sosial secara beradab dan berkeadilan.  Sumardjo, ( 2010: 58) menyatakan kebutuhan 
manusia  dapat dibedakan tiga tingkatan hierarki kebutuhan, yaitu : (1) survival, mencakup 
pangan/gizi, kesehatan, air bersih/sanitasi, dan sandang; (2) Security, yaitu rumah, kedamaian, 
pendapatan, pekerjaan; dan (3) Enabling, yaitu pendidikan dasar, partisipasi, perawatan keluarga 
dan kondisi psikososial. Selanjutnya Sumarjo (2010: 59 ) menyatakan,  masyarakat yang semakin 
berdaya semakin mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, sejalan dengan Undang-Undang 
(UU) Nomor. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan 
pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi lebih dini dan lebih bersifat pencegahan, 
selain yang sifatnya penanganan masalah sosial yang sudah terjadi. 
 Asas penyelenggaraan kesejahteraan sosial (UU No : 11 Tahun 2009 pasal 2) adalah 
kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, 
partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan. Hal ini banyak sejalan atau bahkan hampir 
seluruhnya sejalan dengan asas penyuluhan.  Asas penyuluhan (UU No 16 Tahun 2006 pasal 2) 
adalah demokrasi manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, 
partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilanm pemerataan, bertanggunggugat. Kalau 
diperhatikan kata-kata kunci yang termuat dalam kedua undang-undang tersebut menunjukkan 
bahwa diantara asas keduanya banyak yang sejalan atau bahkan sama . 
Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (UU No : 11 Tahun 2009 Pasal 3)yang dikutip 
oleh Sumardjo (2010 :45)  adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, mencapai kemandirian, 
meningkatkan ketahanan sosial, dan meningkatkan kemampuan, kepedulian , serta kemampuan dan 
kepedulian masyarakat secara melembaga, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial. Tujuan ini sejalan dengan tujuan penyuluhan dan arahnya menuju 
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pembangunan berkelanjutan, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, mandiri  dan 
berdaya. 
7. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 
Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 35/ Menhut- II/2007 tentang Hasil Hutan 
Bukan Kayu, pada pasal 1 ayat 3, yang dimaksudkan dengan  hasil hutan bukan kayu (HHBK ) 
adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budidaya 
kecuali kayu yang berasal dari hutan. Sedangkan menurut FAO dalam Baharuddin dan Taskirawati 
(2009: I-2 ) mendefinisikan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah: 
Produk biologi asli selain kayu yang diambil dari hutan, lahan perkayuan dan pohon-pohon yang 
berada di luar hutan. Hasil hutan yang dipungut dari alam bebas atau dihasilkan dari hutan yang 
ditanami, skema  agroforestry, dan pohon – pohon yang berada di luar hutan. Contoh HHBK 
berupa makanan atau bahan tambahan (additive) untuk makanan (biji- bijian yang dapat 
dimakan, jamur, cendawan, buah- buahan, herba, bumbu dan rempah- rempah, tumbuhan aroma 
dan binatang buruan). HHBK serat (yang digunakan untuk konstruksi, furniture, pakaian atau 
perlengkapan) termasuk pula damar, karet, tumbuhan dan binatang yang digunakan untuk obat- 
obatan, kosmetika, hasil hutan bukan kayu yang digunakan untuk keperluan upacara adat ( religi 
dan kultur ) 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan lebih menitik beratkan 
pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dengan lokasi penelitian dilaksanakan 
di Desa  Tunggul Boyok Kecamatan Bonti. Adapun subjek penelitian sebagai sumber data primer 
adalah masyarakat  di wilayah kerja penyuluh kehutanan desa Tunggul Boyok,  yaitu tokoh 
masyarakat formal maupun informal, ketua kelompok tani hutan, 1( satu ) orang Penyuluh 
Kehutanan dan petani hasil hutan bukan kayu. Teknik pengumpulan  data melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi dengan alat berupa pedoman wawancara, catata observasi, alat 
perekam suara (tape recorder) dan kamera. Pengolahan data yang telah dikumpulkan melalui 
tahapan klasifikasi dan  interpretasi data dan selanjutnya dilakukan pembahasan berupa analisis data 
yang mencakup penafsiran semua data yang telah dikumpulkan, melakukan pengaturan hasil- hasil 
penelitian sedemikian rupa sehingga menjadi informasi deskriptif yang yang jelas dan terarah.  
 
HASIL PENELITIAN 
A. Perubahan Sosial Di Masyarakat Dengan Adanya Penyuluh Kehutanan 
1. Perubahan Sosial Dengan Keberadaan Penyuluh Kehutanan 
 Salah satu indikator keberhasilan tugas seorang penyuluh kehutanan adalah ditandai 
dengan telah terbentuknya kelembagaan berupa kelompok tani hutan atau kelompok tani menetap. 
Sejak masuknya petugas penyuluhan di desa Tunggul Boyok saat ini telah terbentuk kelompok tani 
yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk proses pembelajaran kelompok dalam rangka 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Perubahan yang terjadi  di masyarakat  
mencakup pula perubahan pada pola pemanfaatan lahan yang ada untuk kegiatan pertanian. Pada 
lahan – lahan bekas perladangan yang sudah di tinggalkan, dulunya terlebih dahulu di tanami 
dengan ubi kayu, baru kemudian setelah masa – masa bera  beberapa lama di tanami dengan 
tanaman buah buahan dan karet sebagai tanaman perkebunan berumur relatif panjang. Saat ini 
pemafaatan lahan bekas ladang selain ditanami dengan pohon karet, ditanami pula dengan gaharu 
sebagai tanaman tumpang sari  atau tanaman sela.  
Proses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat desa Tunggul Boyok dapat ditelusuri 
melalui pengelolaan hasil hutan bukan kayu melalui tahapan proses sosial yang di mulai dari 
pengelolaan hasil panen madu alam yang dulu hanya di pergunakan untuk konsumsi masyarakat 
desa ini sendiri mengalami perubahan dalam pemasarannya dalam skala yang lebih luas keluar desa. 
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Terjadi pula perubahan dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu berupa gaharu, teknik budidaya 
karet lokal.  Dalam penelitian ini di temukan pula bahwa melalui penyuluh kehutanan, teknologi 
berupa ide- ide baru, metode perbanyakan tanaman secara vegetatif sampai kepada masyarakat 
melalui saluran komunikasi berupa pertemuan kelompok, pembelajaran lapangan melalui pelatihan 
– pelatihan yang di adakan. Untuk kemudian ide - ide tersebut diadopsi oleh masyarakat. Contoh 
nyata untuk kasus perubahan bertahap ini adalah berubahnya pengetahuan dan keterampilan 
masyarakat dalam budidaya pertanian karet lokal kepada pengembangan karet unggul. 
Pengadopsian teknologi perbanyakan tananaman karet unggul  yang sudah dikembangkan sendiri 
oleh masyarakat, seperti membuat kebun entris karet unggul secara pribadi. Searah dengan temuan 
penelitian, inovasi teknologi budidaya pertanian dan pengelolaan hasil hutan bukan kayu di desa 
Tunggul Boyok bersumber dari luar atau dari agen perubahan dalam hal ini penyuluh kehutanan 
yang terus bekerja intensif dengan dukungan masyarakat melalui suatu kegiatan penyuluhan dan 
peragaan yang terencana, sehingga terjadi perubahan dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu.  
2. Perubahan Sosial Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Berupa Madu 
Potensi hasil hutan bukan kayu di desa Tunggul Boyok berupa pohon tempat bersarang 
lebah madu yaitu pohon Tapang, yang tumbuh secara alami  cukup banyak dijumpai di desa ini. 
Selama ini pengelolaan hasil hutan bukan kayu seperti madu, hanya dilakukan apa adanya saja. 
Sebelum masuknya penyuluh kehutanan, hasil madu yang cukup banyak dari desa ini, hanya 
dibagikan kepada anggota kelompok yang ikut dalam pemanenan saja. Hasilnya tidak pernah 
dipasarkan ke luar desa. Dengan masuknya penyuluh kehutanan di desa ini telah terjadi perubahan 
dalam pengelolaan hasil panen  madu alam  tersebut. Temuan penelitian di telaah, bahwa potensi 
pohon tempat bersarang madu di desa ini cukup banyak, demikian pula lebah yang membuat sarang 
pada pohon Tapang tersebut. Hampir keseluruhan pohon Tapang dihinggapi lebah dan bersarang 
serta menghasilkan madu dalam satu periode. Periode masa bersarang lebah madu alam di desa ini 
biasanya selama 7 ( tujuh ) bulan , yang berlangsung dari bulan Januari hingga bulan Juli setiap 
tahunnya. Pada saat penelitian dilakukan di lapangan, peneliti berkesempatan mengikuti masyarakat 
yang tergabung dalam kelompok tani Kedona dusun Petuo melakukan pemanenan madu ( Muar 
Manyi’ ).  Masyarakat desa yang tergabung dalam kelompok tani ini memiliki keyakinan  bahwa 
lebah yang membuat sarang dan menghasilkan madu tersebut memang harus dimanfaatkan sebaik - 
baiknya dengan cara mengambil hasil madunya. Apabila tidak dilakukan pemanenan maka sama 
saja dengan tidak menghargai jerih payah lebah tersebut. Hal ini berkaitan dengan keyakinan 
mereka bahwa lebah atau manyi’ dalam bahasa mereka, dianggap sebagai jelmaan dari putri ( 
manusia ) yang mereka beri nama Dayang Sebunai. Nama Dayang Sebunai yang mereka sebutkan 
itu dapat diketahui dari bait - bait tembang yang mereka nyanyikan pada waktu mereka permisi 
kepada manyi’ saat mengambil madu dari sarang lebah di cabang pohon Tapang. 
3. Perubahan Pengetahuan dan Ketrampilan Budidaya Pohon Gaharu 
Perubahan sosial masyarakat desa Tunggul Boyok dengan masuknya penyuluh kehutanan 
telah terjadi pula perubahan  pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam hal teknik budidaya 
tanaman  gaharu. Sebelum masuknya petugas penyuluh kehutanan ke desa ini masyarakat hanya 
melakukan pencaharian gaharu secara alami yang tumbuh di dalam hutan di sekitar desa mereka 
dan bahkan tidak jarang mencari gaharu sampai ke hutan – hutan di desa lain yang jauh dari desa 
mereka. Dengan cara konvensional dalam mencari dan memburu tanaman gaharu dari alam ini 
tentunya dapat mengancam kelestarian pohon penghasil gaharu yang tumbuh secara alami di dalam 
hutan, yang berdampak terhadap ancaman  kepunahan pohon gaharu tersebut.  Dengan adanya 
kehadiran penyuluh kehutanan mereka mendapatkan tambahan pengetahuan dan ketrampilan teknik 
budidaya tanaman gaharu yang standar, sesuai dengan prinsip – prinsip penyiapan bibit yang benar. 
Dari keterangan anggota kelompok tani di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa awalnya masyarakat 
memang belum mengetahui teknik -  tenik budidaya tanaman  gaharu. Hal ini menjadi salah satu 
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ukuran bahwa apa yang disampaikan oleh penyuluh berupa pengetahuan dan ketrampilan budidaya 
telah dapat difahami oleh masyarakat desa Tunggul Boyok khususnya yang tergabung dalam 
kelompok tani. Dari ungkapan masyarakat yang telah disampaikan dapat ditelusuri bahwa 
masyarakat sudah bisa mengembangkan sendiri pengetahuan teknik budidaya tanaman gaharu yang 
diperoleh melalui contoh yang diberikan penyuluh kehutanan. Masyarakat sudah dapat merasakan  
manfaat ekonomi dari perubahan pengetahuan dan ketrampilan budidaya tanaman gaharu tersebut 
tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota kelompok tani di kemukakan bahwa 
masyarakat telah merasakan hasil penjualan bibit gaharu yang berasal dari pembibitan gaharu yang 
mereka usahakan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan tampaknya tanaman  gaharu yang telah 
di tanaman  masyarakat yang di tumpang sarikan dengan tanaman karet, kedepan akan merupakan 
investasi ekonomi yang cukup besar apabila menghasilkan gubal gaharu yang mempunyai nilai 
ekonomi di pasaran.  
 
4. Perubahan Pengetahuan dan Ketrampilan Budidaya Tanaman Karet Lokal 
Sebagaimana diketahui bahwa matapencaharian  masyarakat desa Tunggul Boyok selama 
ini adalah berusaha di bidang pertanian terutama berkebun karet dan menanam padi untuk 
memenuhi kebutuhan pokok mereka. Jauh sebelum masuknya petugas penyuluh kehutanan ke desa 
ini masyarakat hanya melakukan budidaya tanaman karet secara konvensional dan sangat 
sederhana, dengan cara melakukan pencabutan anakan alam karet yang tumbuh di bawah pohon 
karet yang ada di kebun mereka. Dengan teknik budidaya yang konvensional ini persentase tumbuh 
tanaman tentunya menjadi sangat rendah, karena mereka belum mengenal teknik atau cara 
pengambilan bibit anakan alam yang benar dan dapat mempertinggi persetase tumbuh tanaman. 
Dengan adanya kehadiran penyuluh kehutanan mereka mendapatkan tambahan pengetahuan dan 
ketrampilan teknik budidaya tanaman karet yang standar, sesuai dengan prinsip – prinsip penyiapan 
bibit yang benar.  Dari keterangan anggota kelompok tani dapat ditarik kesimpulan bahwa awalnya 
masyarakat memang belum mengetahui dan melaksanakan teknik budidaya karet lokal yang mereka 
usahakan secara baik, mereka hanya melakukan atas dasar kebiasaan yang bersifat turun temurun 
saja. Dengan masuknya penyuluh kehutanan di desa ini telah mengubah teknik dan cara 
membudidayakan tanaman karet lokal yang ada di desa mereka. Dengan adanya contoh dari 
penyuluh telah terjadi perubahan tenik budidaya tanaman karet yang dilakukan oleh masyarakat. 
Hal ini menjadi salah satu ukuran bahwa apa yang disampaikan oleh penyuluh berupa penegtahuan 
dan ketrampilan budidaya telah dapat difahami oleh masyarakat desa Tunggul Boyok khususnya 
yang tergabung dalam kelompok tani.  Selain mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam 
budidaya karet lokal yang termasuk salah satu jenis Hasil Hutan Bukan Kayu, melalui hasil 
wawancara dan observasi  dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa dengan masuknya penyuluh 
kehutanan di desa Tunggul Boyok ini telah terjadi perubahan pengetahuan dan keterampilan pada 
masyarakat dalam hal teknik budidaya karet unggul yang relatif lebih sulit di lakukan bila di 
bandingkan dengan budidaya karet lokal yang memang sudah sejak lama di usahakan masyarakat 
secara konvensional.   
Penelitian ini mengungkapkan hasil temuan bahwa dengan masuknya penyuluh kehutanan 
di desa ini telah dapat mengajak dan memotivasi masyarakat melalui kelompok tani yang di bentuk 
bersama masyarakat untuk mengembangkan beberapa jenis padi lokal yang ada dengan cara 
menanam padi lokal secara pertanian sawah menetap. Sebelum masuknya penyuluh kehutanan 
masyarakat hanya  terbatas menanam padi lokal lahan kering atau padi natai,yang ditanam dengan 
pola pertanian ladang berpindah. Dengan masuknya penyuluh kehutanan, saat ini plasma nutfah 
beberapa jenis padi lokal yang hampir punah tersebut telah mulai dikembangkan melalui 
penanaman padi lahan sawah.  Hasil observasi lapangan yang penulis lakukan tanpak pula 
masyarakat desa Tunggul Boyok ini dengan adanya tambahan penghasilan dari pengelolaan hasil 
karet lokal, penjualan bibit gaharu hasil persemaian mereka dan penjualan bibit karet unggul PB 
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260 telah dapat memperbaiki atau membangun rumah yang lebih layak dari sebelumnya serta 
membeli perabot rumah tangga. Namun dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua 
kelompok tani menyebutkan bahwa mereka lebih cenderung membangun rumah baru di sekitar ibu 
kota kecamatan dengan harapan dapat menjadi tempat tinggal bagi anak – mereka yang melanjutkan 
pendidikan di Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas. 
5. Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Hasil Hutan Bukan Kayu 
Berdasarkan wawancara dan observasi dengan anggota masyarakat desa Tunggul Boyok 
yang tergabung sebagai anggota kelompok tani, persepsi masyarakat terhadap hasil hutan bukan 
kayu ( HHBK ) sangat baik, mereka menyadari arti penting hasil hutan bukan kayu yang terdapat di 
desa mereka dan akan terus menjaga kelestarian dan mengembangkan yang sudah ada. 
Terbentuknya persepsi positif masyarakat terhadap hasil hutan bukan kayu di karenakan andanya 
pengalaman panjang mereka berinteraksi dengan hutan itu sendiri dalam segala aspek kehidupan. 
Dengan adanya penyuluh kehutanan lebih menambah kesadaran mereka dan lebih meningkatkan 
persepsi positif mereka terhadap arti penting hasil hutan bukan kayu.  Hasil hutan bukan kayu 
seperti gaharu yang dulu hanya tumbuh secara alami di hutan sekitar desa, saat ini terus 
dikembangkan, dalam bentuk penanaman secara tumpang sari dengan karet lokal dan atau karet 
unggul, dengan di perolehnya informasi nilai ekonomi gaharu dari penyuluh kehutanan. Masyarakat 
sangat menyadari arti penting hutan sebagai bagian ekosistem yang tidak terpisahkan dari 
kehidupan mereka, dari hutan mereka dapat memenuhi berbagai keperluannya. Faktor lain yang 
membentuk persepsi masyarakat terhadap hasil hutan bukan kayu yang merupakan potensi yang 
dapat dikembangkan adalah  kebiasaan mereka yang hanya mengambil kayu seperlunya untuk 
kebutuhan sendiri dari hutan yang ada. Hal ini di tambah pula dengan pemahaman mereka terthadap 
kawasan hutan yang ada itu di kuasai oleh pihak perusahaan HTI. Mereka tidak mungkin 
mengembangkan secara lebih besar tanaman hutan di dalam kawasan hutan. Penanaman kayu – 
kayuan hutan lebih ditujukan untuk upaya konservasi lahan – lahan terbuka yang tidak ada tananam 
akasia milik perusahaan.  
B.  Peran Penyuluh Kehutanan 
      1. Peran Penyuluh Kehutanan Dalam Memotivasi Masyarakat   
Perubahan yang terjadi pada  masyarakat  dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu ( 
HHBK ) tidak terlepas dari peran penyuluh kehutanan yang bertugas di desa Tunggul Boyok. Peran 
penyuluh dalam memotivasi masyarakat dimulai dengan memberikan contoh nyata  kepada 
masyarakat.  Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelestarian sumberdaya hutan dan 
lingkungan  terutama pengembangan hasil hutan bukan kayu  akan berhasil apabila masyarakat 
telah menyadari dan termotivasi untuk mengembangkan kemandiriannya dan menjaga kelestarian 
lingkungannya. Kesadaran masyarakat tersebut akan tumbuh apabila mereka memahami pentingnya 
kemandirian dan kelestarian lingkungan. Dengan melihat contoh nyata yang telah dilakukan oleh 
penyuluh kehutanan mereka termotivasi untuk melakukan kegiatan yang memiliki dampak posotif 
bagi kehidupan mereka. Hasil temuan penelitian dapat di telaah bahwa termotivasinya masyarakat 
untuk berubah saat ini kepada keadaan yang lebih baik karena selama ini masyarakat merasakan 
kurangnya perhatian yang diberikan pihak pemerintah kabupaten kepada desa mereka. Kehadiran 
penyuluh kehutanan di desa mereka menjadikan motivasi untuk  lebih banyak berbuat sesuatu yang 
diharapkan dapat merubah kesadaan kehidupan di desa. Dari observasi lapangan yang penulis 
lakukan, tampak bahwa masyarakat yang tergabung dalam wadah kelompok tani khususnya 4 ( 
empat ) kelompok tani yang aktif dari 9 ( sembilan ) yang terbentuk  yang ada di dusun Petuo dan 
dusun Tunggul Boyok sangat termotivasi untuk melakukan berbagai aktivitas, dan mengharapkan 
adanya dukungan atau motivasi pihak luar untuk merubah keadaan mereka. Mereka berusaha terus 
untuk perbaikan kehidupan melalui aktivitas pertanian dalam arti yang luas, meskipun masih berada 
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pada tahap awal. Pada sisi lain , masyarakat memilki sikap dan pandangan yang sangat terbuka 
terhadap informasi baru yang berhubungan dengan perbaikan taraf hidup masyarakat, seperti 
keterbukaan mereka terhadap informasi dan teknologi budidaya pertanian  yang disampaikan oleh 
penyuluh kehutanan. Masyarakat desa dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan orang 
luar sebai contoh dengan penyuluh kehutanan, sepanjang pihak luar yang memberikan motivasi dan 
menyampaikan informasi kepada mereka memegang prinsip kesetaraan, tidak menggurui dengan 
hanya berceramah, menyampaikan pengetahuan dan keterampilan praktis yang siap diterapkan, 
menghargai adat budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat.  
      2.  Peran Penyuluh Kehutanan Dalam Memfasilitasi Masyarakat 
Peran penyuluh kehutanan sebagai fasilitator terwujud pula dalam upaya pengadaan 
bantuan bibit karet unggul PB 260 dan BPM 24 dari kabupaten di awal awal masa tugasnya.  Peran 
lainnya seperti menampung dan memasarkan hasil madu alam yang dipanen masyarakat anggota 
kelompok tani. Sehingga madu yang dulunya hampir tidak bernilai ekonomi di desa ini, sekarang 
sudah merupakan tambahan penghasilan di samping hasil karet dan padi masyarakat. Penyuluh 
kehutanan yang ada di desa Tunggul Boyok ini juga mengusahakan kemudahan bagi masyarakat 
dalam memasarkan karet dan gaharu yang telah dikembangkan sekarang ini.  Dalam menjalankan 
tugas sebagai fasilitaor yang menjadi perantara dan memberikan kemudahan pelayanan bagi 
masyarakat serta pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, 
keterampilan dan pendapatan ekonomi tentunya seorang penyuluh harus memiliki beberapa sikap 
yang dapat menjadikan uapaya memfasilitasi masyarakat berjalan dengan baik.  Berdasarkan 
wawancara dan observasi penulis di lapangan pada bulan Pebruari 2013, peran penyuluh kehutanan 
di desa Tunggul Boyok ini sebagai fasilitator yang memfasilitasi kepentingan masyarakat dan atau 
kelompok tani yang dibentuk dan di binanya sudah mulai menunjukkan keberhasilan. Sebagai 
indikatornya adalah telah terbentuknya kelompok tani dengan anggota kelompok yang memiliki 
keterampilan dan pengetahuan praktis tentang budidaya tanaman gaharu dan karet.  Kelompok 
Masyarakat Produktif Mandiri ( KMKM ) berbasis kehutanan dan adanya penyuluh kehutanan 
swadaya masyarakat. Dari penelusuran melalui wawancara yang dilakukan, di desa ini sudah ada 
pula penyuluh kehutanan swadaya masyarakat yang merupakan hasil pengkaderan dari penyuluh 
kehutanan. 
 
     3. Peran Penyuluh Kehutanan Dalam Pendampingan Masyarakat 
Peran pendampingan merupakan peran yang harus dapat dilaksanakan oleh seorang 
penyuluh kehutanan. Dalam peran pendampingan ini artinya seorang penyuluh harus duduk 
bersama masyarakat, memecahkan serta memberikan jalan keluar yang sesuai dengan permasalahan 
yang dihadapi masyarakat.  Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada 
penulis diatas, dan sesuai dengan pendapat Najiati yang telah di uraikan tentang pendampingan, 
pelaksanaan tugas pendampingan penyuluh kehutanan di desa Tunggul Boyok ini tampaknya 
terlaksana dengan baik. Penyuluh kehutanan di desa Tunggul Boyok dalam pelaksanaan tugas 
pendampingannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat, melakukan pendampingan melalui 
pelatihan  langsung dalam kelompok tani yang sudah dibentuk sebelumnya. Materi yang 
diprioritaskan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan yang ada di masyarakat setempat. Dalam 
pelaksanaan pelatihan dan pendampingan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan 
kemampuan kelompok masyarakat dan terus menerus. Dampaknya adalah terjadi peningkatan 
kapasitas masyarakat, kompetensi masyarakat dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat desa. 
Tidak hanya sampai di situ saja,  penyuluh kehutanan yang bertugas di desa ini mendatangkan 
instansi teknis yang relevan bagi keperluan masyarakat sasaran penyuluhan. Masyarakat sudah 
diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan – pelatihan dan penyuluhan yang disampaikan oleh 
instansi dan personil yang kompeten. Hasil temuan yang telah terungkap dapat di telaah hubungan 
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dengan tugasnya sebagai pendampingan masyarakat, penyuluh kehutanan di desa Tunggul Boyok 
ini selalu memotivasi masyarakat untuk tetap konsisten menjaga kelestarian hutan dan lingkungan 
terutama ditekankan pada hasil hutan bukan kayu yang potensinya cukup tinggi di desa ini.  
Desa Tunggul Boyok ini berdasarkan tata ruang kawasan kehutanan termasuk dalam 
kawasan  yang merupakan kawasan hutan produksi yang saat ini dikuasai oleh pihak perusahaan 
HTI. Berkenaan dengan masalah tata ruang kawasan ini, penyuluh kehutanan telah pula berupaya 
dan memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan masalah ini kepada pihak pemerintah 
kabupaten, agar dapat lebih leluasa mengembangkan Hasil Hutan Bukan Kayu. Berdasarkan 
keterangan yang penulis peroleh dari masyarakat, penyuluh telah berkali – kali bersama perwakilan 
masyarakat dalam hal ini ketua kelompok tani yang sekarang merupakan penyuluh kehutanan 
swadaya, menghadap ke pemerintah kabupaten dan ke pihak perusahaan. Namun sampai saat ini 
perhatian pemerintah kabupaten, terhadap desa Tunggul Boyok menurut penilaian masyarakat 
masih belum begitu serius. Demikian pula pihak perusahaan yang sampai saat ini masih belum 
menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat desa yang masuk dalam konsesi yang dikuasainya. 
Hasil temuan terungkap  kesan atau persepsi masyarakat terhadap petugas penyuluh 
kehutanan yang bertugas di desa mereka sangat positif. Masyarakat menganggap penyuluh 
kehutanan ini seorang yang sederhana , apa  adanya , tidak memberikan hal – hal yang sulit 
dimengerti dan dipahami serta memberikan hal – hal yang dapat langsung di praktekkan. Masalah 
yang disampaikan penyuluh kepada masyarakat melalui kelompok tani yang ada memang 
merupakan hal yang penting bagi masyarakat dan ada di lingkungan mereka. Hal ini sangat 
berhubungan dengan kapasitas penyuluh dan karakter penyuluh yang mempunyai kep[edulian bagi 
pengembangan masyarakat sasaran. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, penyuluh 
kehutanan yang di tugaskan di desa Tunggul Boyok ini cukup memiliki kompetensi seperti apa 
yang dikemukakan diatas. Penyuluh kehutanan ini telah membuktikan bahwa dirinya memiliki 
pengetahuaan dan keterampilan ynag cukup sesuai dengan bidang tugasnya, hal ini telah dibuktikan 
dengan adanya pusat pengembangan gaharu yang ditanam dan dikembangkan penyuluh secara 
pribadi seluas 8,75 hektar yang dapat di jadikan sebagai percontohan bagi masyarakat sasaran 
penyuluhan.  Selanjutnya dari  obervasi penulis terhadap penyuluh kehutanan ini pula, dapat 
disimpulkan bahwa penyuluh ini memilki cukup wawasan konseptual dan praktis bagi 
pengembangan masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari cara penyuluh memberikan bimbingan kepada 
masyarakat dalam pengembangan sumberdaya lokal yang berorientasi pada pemasaran hasil yang 
bernilai ekonomi tinggi bagi penambahan pendapatan masyarakat. Untuk mengantisipasi kehalalan 
dalam proses pengerjaannya, penyuluh kehutanan telah mengurus dan mendapatkan  sertifikat halal 
dari  Majelis Ulama Indonesia ( MUI ). Hal ini dimaksudkan agar tidak ada keraguan konsumen 
terhadap kehalalan dan kebersihan dari madu alam yang dipasarkan tersebut. Dalam usaha 
memadukan antara kepentingan kehutanan dan kebutuhan masyarakat jangka pendek, berdasarkan 
observasi penulis di lapangan, penyuluh kehutanan telah mengarah kepada pengembangan model 
agroforestry atau wanatani atau pengembangan bidang kehutanan yang di padukan dengan kegiatan 
pertanian. Hal ini terlihat dari pengembangan jenis tanaman yang cukup variatif dan berstrata 
dengan daur atau lama waktu panen yang berbeda, seperti penanaman  tanaman kehutanan ( gaharu 
dan kayu- kayuan yang bermanfaat bagi masyarakat ), tanaman perkebunan seperti karet, tanaman 
buah – buahan seperti durian ( yang telah di tanam dengan menggunakan bibit vegetatif dari hasil 
sambungan ), tanaman umbi – umbian, tanaman rempah atau bumbu, dan beberapa jenis  tanaman 
padi lokal yang sudah mulai dikembangkan.  
    4.  Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Hasil Hutan Bukan Kayu 
 Hasil temuan penelitian terungkap bahwa penyuluh kehutanan di desa Tunggul Boyok ini 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat selalu berorientasi kepada permasalahan dan kebutuhan 
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spesifik masyarakat. Potensi sumberdaya yang dikembangkan diarahkan pada potensi sumberdaya 
yang ada di desa. Pemilihan pengembangan pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu seperti madu 
alam dengan merek produknya madu rimba, tanaman gaharu, karet lokal yang dipilih petugas 
penyuluh kehutanan sepenuhnya didasarkan kepada potensi yang ada, kesiapan sumberdaya 
manusia di desa untuk mengembangkannnya, dan tentunya kesesuaian kebututuhan dan 
permasalahan pada masyarakat saat ini. Program nasional penyuluhan kehutanan yang bersifat 
global ( uniformity ) jika diterapkan langsung di desa tentunya mengalami hambatan, karena setiap 
daerah mempunyai ke spesifikan sumberdaya alam dan memiliki perbedaan karakter masyarakat. 
Untuk itu diperlukan kejelian seorang pelaksana kegiatan penyuluhan kehutanan memilih dan 
mengadaptasikan progaram dan kebijakan yang ada dengan menyesuaikan kondisi lokal, kebutuhan 
lokal dan permasalahan lokal di masyarakat sasaran. Hasil temuan penelitian dapat disinyalir salah 
satu potensi hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan oleh masyarakat bersama penyuluh 
kehutanan di desa ini adalah madu alam atau madu rimba yang potensi pohon Tapang tempat 
bersarang lebah madu ini cukup banyak dan terjaga.  Berdasarkan wawancara penulis, salah satu 
alasan penyuluh kehutanan ini memilih untuk mengembangkan madu rimba ini adalah, karena 
madu rimba ini sudah akrab dengan masyarakat dan tidak membutuhkan teknologi.  
 
C.  Faktor Pendukung Dan Penghambat Penyuluh Kehutanan Dalam Pemberdayaan 
Masyarakat Melalui Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu 
1. Faktor Pendukung 
     a.  Upaya Nyata 
Penyuluhan kehutanan merupakan salah satu faktor dalam menunjang keberhasilan 
pembangunan kehutanan. Kegiatan penyuluhan kehutanan pada hakekatnya merupakan upaya 
pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah pusat dan daerah , serta pihak – pihak 
lain yang terkait dengan pembangunan kehutanan. Oleh karena itu kegiatan penyuluhan  kehutanan 
menjadi investasi dalam upaya mengamankan hutan, melestarikan sumberdaya hutan sebagai aset 
negara, dan upaya mensejahterakan masyarakat. Searah dengan hasil  observasi penulis di lapangan 
( Pebruari, 2013 ) menunjukkan bahwa di sekitar dusun Petuo dan dusun Tunggul Boyok saat ini 
sudah terlihat penuh dengan tanaman karet muda yang belum menghasilkan ( TBM ) dengan umur 
rata – rata 2- 3 tahun. Hasil observasi penulis ini terutama di sepanjang jalan memasuki dusun Petuo 
dan di sepanjang jalan dari dusun Petuo ke dusun Tunggul Boyok yang di penuhi tanaman karet 
yang di tumpang sarikan dengan tanaman gaharu sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh 
masyarakat maupun ketua kelompok tani. 
Bentuk nyata pengelolaan hutan melalui kearifan lokal dari berbagai karakteristik 
masyarakat yang ada sangat beragam dan berbeda – beda namun pada hakekatnya bersumber dari 
pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap alam sekitar dan mengadaptasikannnya pada praktek 
pelestarian sumberdaya alam. Bagi masyarakat desa Tunggul Boyok hutan dengan segala isinya 
bukan sekedar sebagai komoditas dari segi ekonomi saja, melainkan sebagai bagian dari sistem 
kehidupan, di mana hutan mempunyai nilai magis yang dihubungkan dengan kepercayaan yang  
mereka pegang teguh. Bukti lainnya dapat dilihat dari cara masyarakat mempergilirkan bekas 
ladang yang dibuka, dengan memberikan masa bera beberapa tahun untuk terjadinya proses suksesi 
tumbuhan yang lebih menjamin kelestarian kesuburan tanah, terhindar dari bahaya erosi. Kearifan 
masyarakat dalam konservasi tanah pada kegiatan perladangan berpindah semacam ini kiranya 
dapat sedikit menghindarkan tudingan yang di tujukan kepada masyarakat dengan praktek ladang 
berpindah sebagai biang perusak hutan, penebang pohon di hutan secara liar dan tudingan sebagai 
masyarakat yang terus menyerobot tanah negara dalam kawasan hutan.  Upaya nyata yang 
dilakukan masyarakat desa dalam melestarikan hutan dan menjaga keseimbangan ekosistem yang 
ada sekaligus menyelamatkan ruang kehidupan masyarakat melalui kearifan lokal dari aspek sosial, 
ekonomi dan budaya. Bahkan bila dihubungkan dengan isu tentang pemanasan global yang telah 
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menjadi isu internasional, dimana dengan terjadinya degradasi hutan dan deforestasi yang 
berdampak pada pengurangan luasan hutan yang ada mengakibatkan emisi gas karbon semakin 
besar.  
b. Tradisi Adat Masyarakat  
Salah satu ciri khas masyarakat Dayak yang hidup disekitar hutan adalah adanya hubungan 
yang sangat erat mereka dengan hutan. Hutan bagi masyarakat dayak merupakan bagian dari segala 
aspek kehidupan mereka. Pembangunan sektor kehutanan  sebagai sumber dana pembangunan 
nasional dan sekaligus sebagai wahana pengembangan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan 
merupakan suatu upaya yang sangat kompleks. Hal  ini salah satunya disebabkan belum berhasilnya 
para perencana pembangunan kehutanan untuk membuat suatu model pembangunan sektor 
kehutanan yang mampu menciptakan kesesuaian antara kepentingan pembangunan nasional dan 
kepentingan masyarakat lokal serta antara kepentingan konservasi dan perhitungan pragmatis 
ekonomi. Selanjutnya dapat disinyalir, apabila kita ingin meningkatkan peran sektor kehutanan 
dalam pembangunan nasional tanpa merusak lingkungan maka salah satu yang dapat dimanfaatkan 
adalah potensi Hasil Hutan Bukan Kayu yang tersedia di hutan untuk dikembangkan usaha ekonomi 
yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat lokal maupun kepentingan nasional. 
  Masyarakat desa Tunggul Boyok mempunyai tradisi yang sangat baik yuang dapat 
dihubungkan dengan kelestarian lingkungan. Potensi hasil hutan bukan kayu yang cukup banyak 
seperti pohon Tapang tempat bersarang lebah madu di desa mereka yang sampai saat ini cukup 
terjaga kelestariannya. Hal ini ditunjang oleh adanya tradisi adat budaya masyarakat dalam 
melindungi pohon Tapang. Pohon Tapang ini menurut keyakinan mayarakat mempunyai nilai 
sakral.  Keyakinan masyarakat telah melahirkan kearifan lokal dalam melindungi pohon tempat 
bersarang lebah madu melalui sanksi adat yang sangat berat bagi masyarakat yang menebang pohon 
tersebut. Sebagaimana yang telah dikemukakan, bagi siapa yang menebang pohon Tapang akan 
dikenakan denda adat sebesar 16 tail sampai 20 tail atau denda adat setengah pati nyawa, yang 
setara dengan uang Rp. 16000.000. sampai Rp. 20. 000.000. 
 Kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan pohon Tapang tidak hanya melindungi 
keberadaannya tetapi mencakup pula proses npengambilan atau pemanenan lebah madu alam yang 
mereka kenal dengan sebutan Muar Manyi’. Dalam proses muar manyi’ dari sebelum dilaksanakan 
kegiatannya ada upacara- upacara tertentu, dimulai sehari sebelum pelaksanaan pemanenan, pohon 
Tapang harus dijaga dengan menugaskan anggota masyarakat secara bergiliran. Pada malam 
pelaksanaan pemanenan madu yang dilakukan secara bersama – sama, tampak adanya solidaritas 
sosial yang sangat kuat di antara masyarakat yang ikut dalam kegiatan panen, yang ditandai dengan  
adanya pembagian tugas dalam pelaksanaan pemanenan. Ketika melaksanakan pengambilan madu 
dari sarang lebah yang ada, anggota yang di tugaskan memanen madu menyanyikan nyanyian yang 
intinya adalah mohon permisi kepada lebah madu yang mereka yakini sebagai jelmaan seorang 
putri.  Hal lain yang mendukung upaya pelestarian hutan dan hasil hutan bukan kayu ini adalah  
adanya larangan mengambil kayu untuk diperjual belikan ke pihak luar, terkecuali hanya untuk 
keperluan sendiri.  Disinyalir kearifan lokal masyarakat desa Tunggul boyok dalam melestarikan 
hutan dan hasil hutan bukan kayu di desa Tunggul Boyok sebagaimana masyarakat Dayak di daerah 
lainnya disebabkan adanya interaksi yang sangat kuat antara kehidupan masyarakat dan hutan itu 
sendiri. Hutan bagi masyarakat adalah sendi kehidupan, hampir semua keperluan masyarakat dapat 
terpenuhi dari keberadaan hutan. 
c.  Tradisi Pengari (Gotong Royong)  
Salah satu faktor pendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan yang dilakukan 
penyuluh adalah, adanya tradisi masyarakat yang masih kuat dalam hal kerjasama dalam kegiatan 
pertanian dalam arti yang luas. Hal ini dinyatakan oleh masyarakat saat berkumpul di rumah kepala 
desa, bahwa dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan pertanian dan pekerjaan lainnya di desa ini 
dikerjakan dengan tradisi pengari atau gotong royong.   Di kalangan masyarakat  desa Tunggul 
 
 
18 
Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2013 
Boyok tradisi pengari atau gotong royong tersebut masih tetap dilaksanakan dalam pekerjaan 
pembukaan ladang atau sawah dari awal sampai akhir panen padi. Tradisi gotong royong yang 
dilandasi hubungan kekeluargaan sesama warga desa ini menjadi salah satu faktor penting  bagi 
penyuluh kehutanan dalam melaksanakan tugas dan menggerakkan masyarakat untuk 
menyampaikan informasi yang berkaitan dengan program kerja yang akan dilaksanakan. 
Berdasarkan hasil observasi penulis selama di lapangan, kemudahan penyuluh dalam 
menyampaikan informasi melalui kelompok tani tanpaknya di dukung oleh kemudahan 
mengumpulkan masyarakat dalam satu dusun yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan.  
d. Keterbukaan Masyarakat  
Berdasarkan hasil  observasi penulis selama melakukan kegiatan penelitian di lapangan, 
masyarakat desa Tunggul Boyok ini merupakan masyarakat yang sudah sangat terbuka terhadap 
informasi dan inovasi yang disampaikan oleh petugas penyuluhan kehutanan. Sikap terbuka 
masyarakat tersebut di dorong oleh keinginan masyarakat yang cukup besar untuk mengadakan 
perubahan taraf hidup mereka yang masih dalam kondisi yang relatif miskin. Keterbukaan 
masyarakat terhadap informasi dan inovasi yang disampaikan penyuluh kehutanan dapat pula di 
lihat dari adanya perubahan perilaku masyarakat berupa perubahan pengetahuan dan keterampilan 
dalam budidaya tanaman pertanian dan kehutanan serta peningkatan dalam pengembangan hasil 
hutan bukan kayu seperti penanaman tanaman gaharu dan pemanenan madu alam serta 
pemasarannya . Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran penyuluhan itu sendiri 
yang berusaha merubah perilaku masyarakat sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Pembaharuan dalam hal teknik budidaya tanaman gaharu, pengembangan karet lokal 
dan pengelolaan hasil panen madu alam atau madu rimba yang dilakukan masyarakat desa Tunggul 
Boyok merupakan suatu penerimaan terhadap inovasi yang disampaikan oleh petugas penyuluh 
kehutanan. Dengan penerimaan inovasi atau ide – ide baru tersebut diharapkan dapat menjadi 
pendorong percepatan perubahan kapasitas masyarakat untuk menuju kemandirian sebagai tujuan 
akhir dari pemberdayaan masyarakat. 
 
2. Faktor Penghambat 
a. Letak Lokasi Desa yang Cukup Jauh dan Sarana Jalan yang Belum Memadai. 
Letak lokasi desa Tunggul Boyok dari ibukota Kecamatan Bonti sebenarnya tidak terlalu 
jauh. Permasalahannya adalah sarana jalan yang belum memadai untuk menjangkau lokasi desa ini 
dimana kondisi jalan yang ada masih merupakan jalan tanah. Di samping itu, letak dusun - dusun 
seperti Dusun Kotup, Dusun Muan dan Dusun Tebilai yang merupakan pengembangan dari Dusun 
Muan cukup jauh dari pusat desa. Saat penelitian dilaksanakan, ke tiga dusun tersebut tidak berhasil 
di kunjungi karena kondisi jalan mendaki yang terjal dan di beberapa titik ada yang terputus sama 
sekali. Pembinaan masyarakat  yang dilakukan penyuluh saat ini berdasarkan hasil wawancara dan 
observasi penulis di lapangan lebih banyak dilaksanakan pada kelompok tani yang ada di Dusun 
Petuo dan Dusun Tunggul Boyok yang merupakan pusat desa, sedangkan upaya pembianaan pada 
tiga desun yang lainnya praktis tidak dapat dilaksanakan karena kendala prasarana jalan antar dusun 
yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan hasil temuan  penelitian ( Pebruari, 2013 ) terungkap,  
bahwa pada tiga dusun yang sulit di jangkau oleh kegiatan penyuluhan kehutanan tersebut 
sebenarnya memiliki potensi yang tidak kalah dengan yang ada di dusun Petuo dan dusun Tunggul 
Boyok, namun karena kendala kondisi jalan yang tidak baik menjadikan potensi yang ada pada tiga 
dusun lainnya dalam wilayah Desa Tunggul Boyok tidak dapat di usahakan masyarakat. Salah satu 
potensi yang dapat di kembangkan ke arah usaha ekonomi pada tiga dusun tersebut berdasarkan 
keterangan yang diberikan masyarakat selain potensi pohon Tapang tempat bersarang lebah madu 
dan potensi gaharu alam di hutan juga terdapat potensi bambu yang cukup besar.  Beberapa tahun 
yang lalu hasil kerajinan bambu berupa topi bambu, tudung saji bambu dari dusun Muan sampai 
dikirim keluar daerah, namun sekarang terkendala untuk dikembangkan. 
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b. Kebijakan Pemerintah Kabupaten  
Faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan penyuluh kehutanan memberdayakan 
masyarakat melalui pengelolaan hasil hutan bukan kayu adalah kebijakan pemerintah kabupaten di 
era otonomi.  Secara struktur kepemerintahan, penyuluh kehutanan di Kabupaten Sanggau masuk ke 
dalam BP4K ( Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ). Berdasarkan PP 
Nomor 62/ 1998 dan PP Nomor 25/ 2000, menyatakan antara lain penyuluhan kehutanan 
merupakan salah satu urusan bidang kehutanan yang kewenangannya diserahkan kepada 
kabupaten/kota. Akibatnya setelah berlakunya otonomi daerah, kelembagaan yang bertugas 
menangani penyuluhan kehutanan baik di Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas yang menangani 
kehutanan di pemerintah kabupaten/kota menjadi sangat bervariasi dan bahkan ada yang tidak 
terstruktur, seperti yang terjadi di kabupaten Sanggau ini. 
 Berdasarkan temuan penelitian ini dapat di telaah bahwa, penyuluhan kehutanan di 
Kabupaten Sanggau ternyata tidak menjadi fokus utama atau prioritas kegiatan pemberdayaan 
masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, padahal tidak sedikit masyarakat di kabupaten ini yang 
hidup dan bertempat tinggal di dalam kawasan hutan. Prioritas utama penyuluhan  adalah sektor 
pertanian khususnya tanaman pangan. 
c.  Program Kerja Nasional  
Meskipun sekarang ini pemerintah kabupaten  sudah dalam era otonomi namun program 
pembangunan nasional yang bersifat penyeragaman atau uniformity masih mewarnai kebijakan 
pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah kabupaten. Termasuk pula pembangunan sektor 
kehutanan di kabupaten seperti pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.  
Berdasarkan temuan penelitian ini disinyalir bahwa di era otonomi sekarang pada 
kenyataannya program nasional yang bersifat umum ( Uniformity ) sebagai peninggalan kebijakan 
pembangunan yang bersifat sentralisasi masih di temui di lapangan. Kenyataan ini sejalan dengan 
apa yang di ungkapkan Chalid ( 2005 : 231 ), salah satu permasalahan yang masih muncul pada era 
otonomi adalah masih lemahnya dalam pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan 
kespesifikan suatu daerah. 
d.  Jumlah Tenaga Penyuluh Kehutanan  
Kabupaten Sanggau mempunyai wilayah hutan yang cukup luas, namun jika dilihat dari 
luas wilayah hutannya belum sebanding dengan jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang ada. 
Temuan penelitian yang di dasarkan pada keterangan dari penyuluh kehutanan yang bertugas di 
desa Tunggul Boyok ini menyatakan bahwa jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang ada di 
kabupaten Sanggau saat ini hanya sebanyak 7 ( tujuh ) orang saja. Jumlah yang demikian 
sesungguhnya masih jauh dari cukup atau bahkan sangat kurang. Kurangnya jumlah tenaga 
penyuluh kehutanan  ini pula yang menjadi kendala untuk membina dan memberdayakan 
masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. 
e.  Dukungan Pemerintah Daerah  
Sisi lain yang tidak kalah pentingnya menjadi kendala pemberdayaan masyarakat sekitar 
hutan melalui pengelolaan potensi hasil hutan bukan kayu ini adalah kebijakan dan dukungan 
pemerintah kabupaten terhadap program dan kegiatan penyuluhan kehutanan.  Dapat ditarik satu 
kesimpulan bahwa masih terdapat pula kendala lain dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan 
di desa Tunggul Boyok ini seperti rendahnya dukungan pemerintah kabupaten terhadap program 
pemberdayaan yang dilaksanakan oleh penyuluh kehutanan. Sampai saat ini belum ada dukungan 
yang sifatnya terprogram dari pemerintah kabupaten berupa anggaran dana yang dialokasikan 
secara khusus dan rutin untuk pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan hutan ini. Pada sisi lain 
masyarakat yang sumberdaya manusianya masih rendah sangat mengharapkan adanya pelatihan – 
pelatihan dan pembinaan yang terarah untuk peningkatan hasil – hasil pertanian yang ada. Namun 
hal inipun belum ada realisasinya sampai saat ini 
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f.  Sistim Pertanian  
Sebagaimana diketahui bahwa sistem pertanian yang dilakukan masyarakat desa Tunggul 
Boyok sejak dulu adalah pertanian dengan sistim ladang berpindah ( sifting cultivation ) dengan 
cara tebang, tebas dan bakar. Sistem perladangan ini sangat terkait dengan budaya masyarakat desa 
yang bertani secara subsisten, dengan membuka lahan hutan yang ada. Sejak masuknya penyuluh 
kehutanan di desa ini secara perlahan masyarakat mengalami perubahan dengan melakukan sistem 
pertanian sawah. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pertanian ladang berpindah pada 
ketiga dusun yang letaknya cukup jauh dari pusat desa ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya 
pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh. Hal ini disebabkan sulitnya penyuluh kehutanan  
menjangkau lokasi sasaran penyuluhan. Selain itu, kegiatan perladangan berpindah itu lebih 
merupakan budaya masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan yang telah mereka lakukan 
sejak lama. Hal ini tentunya tidak mudah mengubah suatu tradisi yang ada di masyarakat dalam 
kegiatan pertanian dalm waktu yang cepat.  
g. Letak Desa  
Berdasarkan hasil observasi lapangan penulis, memang dapat dikatakan hampir tidak ada 
upaya pembinaan masyarakat desa yang dilakukan oleh pihak perusahaan, selain bekas jalan 
perusahaan untuk menuju blok tanaman akasia yang dibuat di awal perusahaan membuka lahan 
untuk penanaman akasia di sekitar desa ini. Pembukaan jalan menuju desa inipun sebenarnya bukan 
ditujukan secara langsung oleh perusahaan untuk membuka akses masyarakat desa dengan desa lain 
di sekitarnya tetapi lebih kepada kepentingan perusahaan saja. Pada kenyataannya memang harus di 
akui bahwa ketentuan hukum yang berhubungan dengan kawasan hutan, penguasaan hutan oleh 
pihak swasta, pengakuan terhadap hutan adat masyarakat, konpensasi yang harus di berikan kepada 
masyarakat jika terjadi kerusakan hutan dan atau pencemaran lingkungan  yang tertuang dalam 
Undang – Undang Kehutanan tersebut belum sepenuhnya di terapkan , termasuk yang dialami 
masyarakat di desa Tunggul Boyok ini. 
h.  Kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang Masih Rendah 
Faktor sumberdaya manusia, dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat menjadi 
satu faktor penentu keberlanjutan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada suatu 
daerah. Kualitas sumberdaya manusia sangat berpengaruh dalam percepatan peningkatan kapasitas 
masyarakat dalam mencapai kemandiriannya. Faktor ini menjadi salah satu hambatan bagi 
masyarakat dalam mempercepat proses tranfer dan penerimaan informasi, pengetahuan dan 
keterampilan dari penyuluh kehutanan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui 
pengelolaan hasil hutan bukan kayu.  Faktor jumlah sumberdaya manusia ini ibarat pisau bermata 
dua, di satu sisi jumlah yang besar dapat dianggap sebagai potensi yang besar pula, tetapi pada sisi 
lain jumlah yang besar dan tidak proporsional dengan tersedianya sumberdaya yang lain dapat 
menjadi beban pembangunan. Oleh sebab itu, berkenaan dengan aspek kuantitas sumberdaya 
manusia ini perlu selalu diusahakan agar jumlah yang besar tidak akan menjadi beban, tetapi justru 
dapat dikembangkan menjadi modal dasar atau asset bagi proses pembangunan. Atas dasar 
pemikiran ini, kualitas sumberdaya manusia menjadi sangat penting sebagai salah satu faktor yang 
menentukan nilai sumberdaya mnusia. Kualitas sumberdaya manusia ini umumnya dapat di lihat 
dari tingkat pendidikannya baik melalui pendidikan formal, maupun non formal. Dengan 
pendidikan yang tinggi akan berakibat kepada peningkatan pengetahuannya, wawasan yang lebih 
luas, kemampuan antisipasi masalah yang lebih tinggi 
 
PENUTUP 
1.  Kesimpulan 
a.  Peran Penyuluh Kehutanan 
Dari hasil penelitian di lapangan terungkap peran penyuluh kehutanan dalam memotivasi 
masyarakat di nilai sudah berhasil. Terjadinya perubahan dalam pengelolaan Hasil Hutan Bukan 
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Kayu berupa madu alam, budidaya tanaman gaharu dan budidaya karet lokal pada masyarakat desa 
Tunggul Boyok.  Dari hasil penelitian yang  telah di lakukan terungkap peran penyuluh kehutanan 
sebagai fasilitator yang memberikan fasilitasi kepada masyarakat sasaran penyuluhan di desa 
Tunggul Boyok sudah berjalan baik, sebagai indikatornya  adalah sudah terbentuk 9 ( sembilan ) 
kelompok tani hutan, memberikan kesempatan kepada anggota kelompok tani untuk mengikuti 
pelatihan – pelatihan di kabupaten, provinsi bahkan ke Jawa, melakukan penampungan dan 
memasarkan hasil panen madu alam masyarakat anggota kelompok tani sehingga bernilai ekonomi 
cukup tinggi dan berguna sebagai tambahan penghasilan masyarakat serta pengembangan budidaya 
tanaman gaharu dan karet lokal. 
b.  Perubahan Sosial di Masyarakat Dengan Kehadiran Penyuluh Kehutanan  
Hasil penelitian di lapangan berhasil mengungkapkan bahwa kehadiran penyuluh kehutanan 
sebagai agen perubahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di desa Tunggul Boyok telah 
menyebabkan perubahan sosial masyarakat dalam pegelolaan hasil hutan bukan kayu. Perubahan 
pengelolaan hasil panen madu yang sebelumnya hanya di konsumsi untuk keluarga atau kalaupun di 
jual hanya dengan harga yang murah telah mengalami perubahan pengelolaan pemasaran keluar 
desa dengan harga jual yang lebih tinggi. Terjadi perubahan pada masyarakat dalam penguasaan 
pengetahuan dan keterampilan budidaya karet lokal dan budidaya tanaman  gaharu . 
c. Faktor Pendukung dan Penghambat  
Penelitian ini berhasil mengungkapkan beberapa  faktor  pendukung dan faktor – faktor 
penghambat penyuluh kehutanan dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa Tunggul Boyok 
melalui pengelolaan hasil hutan bukan kayu berupa madu alam, tanaman gaharu dan pengembangan 
karet lokal. Faktor – faktor pendukung  upaya pemberdayaan masyarakat tersebut adalah: a). 
Adanya upaya nyata yang di lakukan oleh masyarakat untuk menjaga kelestaraian hutan dan hasil 
hutan bukan kayu di desa mereka berupa penanaman kembali bekas ladang dengan tanaman karet, 
gaharu dan tanaman kayu- kayuan.  b).  Tradisi adat masyarakat, melalui hukum adat yang 
melindungi Hasil Hutan Bukan Kayu seperti perlindungan dan penerapan sanksi yang berat bagi 
masyarakat yang menebang pohon Tapang tempat bersarang lebah madu. Keyakinan masyarakat 
terhadap pohon Tapang yang di sakralkan dan memilki nilai magis telah melahirkan kearifan lokal 
masyarakat dalam melindungi pohon Tapang.  c). Adanya tradisi pengari atau gotong royong di 
masyarakat yang masih di pelihara dan di laksanakan pada kegiatan yang berhubungan dengan 
kegiatan pertanian.  d). Keterbukaan masyarakat desa Tunggul Boyok terhadap informasi dan 
inovasi serta ide – ide baru yang di sampaikan penyuluh kehutanan.  Faktor - faktor penghambat 
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh penyuluh melalui pengelolaan hasil 
hutan bukan kayu, berupa:  a). Letak Lokasi Desa Yang Cukup Jauh dan Sarana Jalan Yang Belum 
Memadai. b). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Yang Tidak Memprioritaskan Penyuluhan 
Kehutanan.  c). Program Kerja Nasional Masih Dominan di Era Otonomi. d). Kurangnya Jumlah 
Tenaga Penyuluh Kehutanan. e). Pemerintah Kabupaten Kurang Mendukung Program Penyuluhan 
Kehutanan  f). Sistim Pertanian Ladang Berpindah Yang Masih di lakukan Sebagian Masyarakat. 
g). Letak Desa Tunggul Boyok Yang Berada di Dalam Kawasan Hutan Konsesi IUPHHK- HTI. h). 
Kualitas Sumber Daya Manusia di Desa Tunggul Boyok Masih Relatif Rendah. 
Beradasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah di laksanakan, dapat di sampaikan 
saran- saran diantaranya : a) Untuk lebih meningkatkan capaian keberhasilan penyuluh kehutanan 
dalam upaya memberdayakan masyarakat sangat di perlukan dukungan kebijakan pemerintah 
kabupaten yang dapat menunjang dan mengintensifkan kegiatan penyuluhan kehutanan di Desa 
Tunggul Boyok dalam bentuk dukungan dan bantuan yang terprogram secara berkelanjutan berupa 
bantuan perbaikan jalan desa dan jalan yang menghubungkan antara dusun. b) Untuk menjamin 
kepastian hak – hak masyarakat terhadap lahan yang ada di sekitar desa Tunggul Boyok, dalam 
waktu cepat pemerintah kabupaten  perlu melakukan peninjauan kembali tata ruang kawasan atau 
mengajukan  revisi tata ruang kawasan yang ada saat ini. c) Untuk meningkatkan kualitas 
 
 
22 
Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2013 
sumberdaya manusia yang dapat mendukung program kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui 
hasil hutan bukan kayu, di perlukan peningkatan perhatian dan kepedulian pemerintah kabupaten 
mengenai pemberian pelatihan – pelatihan kepada masyarakat anggota  kelompok tani hutan dan 
masyarakat secara umum, peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan masyarakat Desa Tunggul 
Boyok. 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Buku 
Almutahar,H.2012.Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM ) (Studi Kawasan Perbatasan Paloh Kabupaten 
Sambas, di Kalimantan Barat ) (Disertasi ). Program Pascasarjana UNPAD.Bandung. 
Arkanudin. 2010. Perubahan  Sosial Masyarakat  Peladang Berpindah, Sebuah Penelitian 
Antropologi. STAIN Press. Pontianak. 
Baharuddin, Taskirawati. I. 2009. Buku Ajar Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Fakultas 
Kehutanan Universitas Hasanuddin. Makasar.  
Chalid, Pheni. 2005. Otonomi Daerah: Masalah, PemberdayaandanKonflik. Cetakanke-
1.Kemitraan,  Jakarta. 
Coleman. 1990. Foundations Of Social Theory. Cambridge Mass: Harvard University Press 
Efendi, Onong, U,1984, Ilmukomunikasi, teoridanpraktek, RemajaRosdaKarya, Bandung. 
Fauzi, Hamdani.2012. Pembangunan HutanBerbasisKehutananSosial.Cetakan 1.Karya Putra 
Darwati. Bandung. 
Hadi, A. P. 2008. Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan. 
Yayasan Agribisnis PPMA. Jakarta.  
Herdiawan,Didit, 2012, KetahananPangandanRadikalisme,Republika,  Jakarta,  
Haryanto,D.danNugrohadi, G. Edwi.2011. PengantarSosiologiDasar. Cetakan Pertama.PT. 
PrestasiPustakaraya. Jakarta. 
Hasbullah, J., 2006. SosialKapital: MenujuKeunggulanBudayaManusia Indonesia. Jakarta:MR-
United Press. 
Hidayat, A. 2007. Pemberdayaan Masyarakat Oleh PT. Karunia Hutan Lestari Kecamatan Hulu 
Sungai Kabupaten Ketapang ( Tesis ) Program Magister Ilmu Sosial Universitas 
Tanjungpura. Pontianak. 
Hidayat, N. 2003. Penyuluhan kehutanan. Akan Dibawa Kemana. Pusat Penyuluhan Kehutanan. 
Jakarta.  
Ife, J. Tesoriero, F. 2008. Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Community 
Development. Cetakan 1. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 
Kartasapoetra. 2005. Konservasi Tanah Dan Air. Rineke Cipta. Bandung. 
Kartasasmita. G. 1997. Pemberdayaan Masyarakat. Konsep pembangunan Yang berakar pada 
Masyarakat. Bappenas. Jakarta. 
Leewis, C. 2009. Komunikasi Untuk Inovasi Pedesaan. Berpikir Kembali Tentang Penyuluhan 
Pertanian. Cetakan ke 5. Kanisius. Yogyakarta. 
Mardikanto, T. 1997. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. UNS Press. Surakarta. 
Maulana.2009. Pemanfaatan Modal SosialMasyarakat Pada Program Pembangunan Gampong 
(PPG) KecamatanBaktiya Barat Kabupaten Aceh Utara.[Tesis].PascasarjanaUniversitas 
Sumatra Utara. 
Mawardi. 2007. PerananSosial Capital   DalamPemberdayaanMasyarakat. 
JurnalPengembanganMasyarakat. Vol 3. No 2. 
Muhi, Hanafiah. A. 2011. Fenomena Pembangunan Desa. IPDN. Jatinangor. 
 
 
23 
Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2013 
Muljono. P. 2011. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Kehutanan. Badan 
Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan. Jakarta. 
Narbuko, Cholid. Ahmadi, A. 2010. Metodologi Penelitian.Cet. 2. Bumi Aksara. Yogyakarta.  
Nawawi, H. 1983. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajahmada University Press. Yogyakarta. 
Najiati, S. Asmana, A. Suryadiputra, N. 2005. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan gambut. 
Wetland International Indonesia Programme. Bogor. 
Nazir, Moh. 1988. Metodepenelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia. 
Patebang, Edi. 2000. Hutan Darah Dan Jiwa Orang Dayak. Program Pemberdayaan Sistem Hutan 
Kemasyarakatan. Pontianak. 
Prusak, L. 2001, In Good Company, Harvard Businees School Press, Boston. 
Pahmy,Sy, 2010, PerspektifBaruAntropologiPedesaan,Persada Press, Jakarta 
Rakhmat, J.1996. Psikologi Komunikasi. Edisi 10. Rosdakarya. Bandung. 
Sairin, Syapri. 2002 Perubahan Sosial Masyarakat Perspektif Antropologi. Cetakan 1, Pustaka 
Pelajar. Yogyakarta. 
Shaleh, A. R. 2009. Psikologi Suatu Pengantar. Dalam perspektif Islam. Kencana. Jakarta. 
Sobur, Alex. 2003. Psikologi Umum. Pustaka Setia. Bandung. 
Soekanto. S. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Cetakan 43, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 
Soetomo. 2006. Strategi – Strategi Pembangunan Masyarakat. Cetakan 1. Pustaka Pelajar. 
Yogyakarta. 
Soetomo.2009. Pembangunan Masyarakat, MerangkaiSebuahKerangka.Cetakan 1. PustakaPelajar. 
Yogyakarta. 
-------------.2011. Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya. Cetakan 
1.PustakaPelajar. Yogyakarta. 
------------.2012. KeswadayaanMasyarakat, Manifestasi Kapasitas Masyaraka tUntuk Berkembang 
secara Mandiri. Cetakan 1.PustakaPelajar. Yogyakarta. 
Soetrisno, L. 1995.  Menuju Masyarakat Partisipatif. Cetakan 1. Kanisius. Yogyakarta. 
Subarudi. 2000. PMDH: Konsepsi Dan Aktualisasi. Info Sosial Ekonomi. Vol 1 No. 1 November 
2000. P2SE. Kehutanan dan Perkebunan. Bogor. 
Sumardjo. 2010. Model PemerdayaanMasyarakat Dan PengelolaanKonflikSosialPada Perkebunan 
KelapaSawit Di Propinsi Riau. Riau. 
Sumardiyono. 2007.EvaluasiPelaksanaanCommunity Development DalamPerolehan Proper Hijau 
(StudiKasus di PT. PupukKaltimBontang).[Tesis]. Program Magister 
IlmuLingkunganUniversitasDiponegoro. Semarang. 
Sumaryadi, I, N. 2005. Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Citra Utama. 
Jakarta. 
Suprayitno, A.R. 2008. Pelibatan Masyarakat Lokal: Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenuju 
Hutan Lestari. Jurnal Kajian Analitik. Vol 4. No. 2. IPB Bogor. 
Tampubolon, D, P, 2001.Pendidikan PolaPemberdayaanMasyarakat Dan 
PemberdayaanPartisipasiMasyarakatDalam Pembangunan SesuaiTuntutanOtonomi 
Daerah. Jakarta: PenerbitGramediaPustakaUtama 
Uluk, A. Sudana, M. Wollenberg, E. 2001. Ketergantungan Masyarakat Dayak terhadap Hutan 
Sekitar Taman nasional Karang Mentayan. CIFOR. Bogor. 
Usman, S. 2004. Pembangunan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat. Cet. 3. Pustaka 
Pelajar. Yogyakarta. 
Wiharta. M. dkk. 1997. Buku Pintar Penyuluh Kehutanan. Pusat Penyuluhan Kehutanan 
Departemen Kehutanan. Jakarta. 
 
Dokumen Pemerintah 
Undang-Undang Nomor. 41Tahun 1999Tentang Kehutanan. 
 
 
24 
Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2013 
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2007. Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan 
Kehutanan. 
Undang – Undang Nomor 40. Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas. 
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998. Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Di Bidang 
Kehutanan Kepada Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 25. Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
Propinsi Sebagai Daerah Otonomi. 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 69/ Kpts- II / 1995. Tentang Program HPH Bina Desa Hutan. 
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 35/Kep/M.PAN/12/2003. Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya. 
Kepala Badan Kepegawaian Negara. 2006. Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara No. 
130/Kep/M.PAN/12/2002, Junto Peraturan Menteri PAN. No. PER/33/M.PAN/10/2006. 
Tentang Penetapan Angka Kredit Penyuluh Kehutanan, Pertanian, dan Perikanan. 
Web  
Bartle, 2003, .Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan. 
www.pemberdayaan.com/pembangunan/pemberdayaan-masyarakat-dan-pembangunan-
berkelanjutan.html. Tanggal akses27 Oktober 2012. 
Giarci.2001. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan. 
http://www.pemberdayaan.com/pembangunan/pemberdayaan-masyarakat-dan-
pembangunan-berkelanjutan.html. tanggalakses27 Oktober 1012. 
Junanto, Alan Griha. 2012. Kesukuan Daerah: SebuahMasalahDasarDalamOtonomi Daerah. 
http://www.google.co.id.Diaksestanggal27 Oktober 2012. 
Slamet (2003).Pemberdayaanmasyarakat.www.sarjanaku.pemberdayaan-masyarakat-pengertian. 
tanggalakses27 Oktober 2012. 
Sumarjo,1999.PemberdayaanMasyarakathttp://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-
masyarakat-pengertian.html. diaksestanggal27 Oktober 2012. 
 
 
 
  
 
 
25 
Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2013 
BIODATA 
  
 
Iskandar. Dilahirkan pada tanggal 2 september, 1963 di Ketapang. Anak kedua dari sebelas 
bersaudara, pasangan H. Abdul Muthalib, H. Arsuni ( alm ) dan Hj. Ismah Hamsyien. Menjalani 
masa kecil di desa Tanjungpura, sebuah desa di tepian sungai Pawan yang terletak dalam kawasan 
hutan rawa gambut yang lebat. Pada tahun 1968 penulis memasuki Sekolah Dasar SDN 5 Ketapang, 
hanya sampai 3 bulan,tahun berikutnya masuk lagi di SD yang sama, hanya 4 bulan berhenti lagi, 
pulang ke Tanjungpura karena belum dapat berpisah dengan Jala dan Pukat di kampung. Pada tahun 
1970, masuk ke sekolah dasar SDN 10 Ketapang. Tahun 1977 penulis melanjutkan pendidikan pada 
SMPN 1 Ketapang. Di kelas 2, terpilih menjadi Ketua OSIS SMPN 1. Selama bersekolah di SMPN 
1, malam harinya penulis bekerja sebagai penjaga malam rakit – rakit kayu milik Sawmill PT. 
Hutan Bungas, berhenti bulan Maret 1980 menjelang ujian SMP. Lulus dari SMPN 1 Ketapang 
tahun 1980 penulis melanjutkan ke SMAN 1 Ketapang,di kelas 2 memilih jurusan IPA dan terpilih 
kembali menjadi ketua OSIS SMAN 1 Ketapang. Selama bersekolah di SMA, sepulang sekolah 
pada siang hingga sore hari memanfaatkan waktu  bekerja sambilan, seperti meruncing atap sirap 
belian di dekat rumah. Malam harinya melanjutkan pekerjaan menjadi penjaga malam di sawmill.  
Pertengahan semester di kelas dua SMA sempat menghilang selama sebulan, tergoda kawan – 
kawan di kampung bekerja menebang dan mengangkut kayu ramin. Karena dimarahi orang tua dan 
di cari wali kelas hingga ke rumah ( Alm, Drs Tasmin Misran ), akhirnya kembali masuk sekolah 
lagi. Pada tahun 1983, bulan Juni lulus dari SMA. Penulis mendapatkan undangan dari PROYEK 
PERINTIS II ( Sebuah proyek yang menjaring siswa – siswa berbakat untuk memasuki jurusan – 
jurusan MIPA pada 5 Perguruan Tinggi UI, IPB, ITB, UNPAD dan UGM, di ketuai oleh Prof. Dr. 
Ir Andi Hakim Nasution, yang waktu itu rektor IPB ). Karena sulit dan tidak pastinya transportasi 
dari Ketapang ke Jawa waktu itu dan kondisi keuangan belum memungkinkan, peluang bebas 
masuk tersebut hilang begitu saja. Akhirnya dengan bantuan kawan – kawan, dengan berbekal uang 
Rp. 65.000. berangkat ke Pontianak menumpang kapal barang untuk mengikuti tes di Untan melalui 
PROYEK PERINTIS III.. Penulis akhirnya memilih kuliah di Fakultas Pertanian Jurusan 
Kehutanan. Memasuki kuliah semester dua, dengan bantuan pak Gusti Syamsumin seorang tokoh 
masyarakat Ketapang di Pontianak, penulis mengajar mata pelajaran Kimia dan Fisika kelas 3 di 
SMA Kapuas, sampai tahun 1991 di pecat karena meninggalkan tugas selama 3 minggu 
melaksanakan tugas survey di Kal- Tim dari jurusan Kehutanan. Tahun 1984  berkenalan dengan 
satu keluarga yang baik hati ( alm bapak Drs H. AM. Ikhwani dan Ibu Hj. Msyudah, BA ), penulis 
di beri fasilitas salah satu ruangan di rumah beliau untuk dipergunakan memberikan pelajaran 
tambahan kepada beberapa siswa SMAN 1 Pontianak. Pekerjaan mengajar dan Les Private ini 
menjadi ladang penghasilan tambahan bagi penulis, karena  adik- adik mulai membuntuti kuliah di 
Pontianak. Kasyikan mengajar, barulah pada tahun 1989 lulus dari fakultas Pertanian. Pada tahun 
yang sama penulis menikah dengan seorang gadis asal Sekadau Dayang Aida Farida, di karunia 
Allah empat orang anak kandung ( Fariz Arrizmi, Maulidya Rizni Rahmawati, Fahmi Nur Ashari 
dan Rahmanisa Rizqi Fariska ) serta mendapat satu anak angkat bernama Jamhur. Pada bulan Maret 
1990 di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan UNTAN,  
hingga sekarang. Selama menjadi staf pengajar, di tahun pertama sampai tahun ke dua mengajar 
mata kuliah Matematika, Fisika dasar. Selanjutnya mengajar mata kuliah jurusan kehutanan seperti 
Silvika, Silvikultur, Silvikultur Hutan Tanaman, Silvikultur Hutan Alam, Pemuliaan Pohon, 
Bioteknologi Kehutanan dan Statistika II ( Perancangan Percobaan ). Pengalaman penelitian 
diantaranya menjadi  anggota peneliti Studi Diagnostik HPH Bina Desa Hutan  di beberapa HPH di 
Kal Bar ( 1991- 1992). Anggota Tim Peneliti Uji Coba peraturan Menteri Kehutanan tentang sistem 
Tebang Jalur Tanam Indonesia pada 5 HPH di Kal Bar ( 1993 - !998).  Assesor yang di tunjuk LEI 
dan APHI dalam penilaian Kinerja HPH di Kal Bar, Kal Teng, dan Gorontalo ( 1996 ). Penelitian 
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Inokulasi Pohon Gaharu untuk mempercepat pembentukan Gubal Gaharu di kabupaten Kapuas 
Hulu ( 2003 - 2005), Kabupaten Ketapang ( 2008 – 2010 ). Pengabdian masyarakat yang pernah 
dilakukan diantaranya adalah Sosialisasi dan Penyuluhan Teknik  Budidaya dan Penyuntikan 
Gaharu di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang ( 2004 – 2011 ). Pernah juga mengikuti kursus 
dan pelatihan diantaranya adalah:  
1. Kursus Peralatan Laboratorium Bidang Biologi Bantuan Jerman, di UNTAN Pontianak 1991. 
2. Kursus Bidang Biologi (Bantuan Jerman untuk Pemerintah Indonesia) di Universitas Brawijaya 
Malang selama 3 bulan, 1992. 
3. Kursus Bidang Biologi (Bantuan Inggris) Six University Development and Rehabilitation 
(SUDR) di Universitas Andalas, Padang selama 1 bulan. 1994. 
Sejak tahun 2005 penulis juga tertarik mengenai masalah – masalah lingkungan tertama masalah 
pemberdayaan Masyarakat sekitar areal HPH dan Perkebunan. Untuk menyalurkannya  penulis ikut 
teman – teman yang bergerak di bidang lingkungan dengan menjadi anggota penyusun AMDAL 
perusahaan perkebunan dan perkayuan. Secara kebetulan tahun 2010 penulis lulus uji kompetensi 
sebagai anggota tim penyusun AMDAL yang diadakan oleh KLH dan INTAKINDO.  
Lama  menjadi “ tukang kumpul data” dalam penelitian orang lain yang nilainya cukup besar, telah 
memudarkan semangat untuk melanjutkan pendidikan. Namun bersyukur juga mendapat “ sedikit 
pengalaman berteman” walaupun, rupanya “ melalaikan”. Pada tahun 2008 dan 2009 mencoba 
hijrah paradigma ke ilmu sosial, sudah mengisi formulir di S2 PMIS, tapi batal karena tidak 
mendapat rekomendasi. Barulah tahun 2011, rahmat dari Allah datang melalui Pak Rektor yang 
baru, motivasi semangat dari pak Totok Waskitha, kebaikan pak M. Hasan penulis dapat sekolah 
lagi. Alhamdulillah. Meskipun ada juga teman – teman lama penelitian agak sedikit terkejut dengan 
HIJRAH ini, penulis yakin ilmu yang di peroleh  di S2 PMIS ini akan mendatangkan manfaat tak 
terhingga jika kita mengamalkannya, selama kita tidak “ ego” dengan keilmuan yang kita miliki. 
Semoga. 
 
 
 
